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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Bali ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Berdasarkan instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka disusun Peraturan
Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026. Sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini
merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja,
alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali. Kinerja Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali diukur atas
dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator
keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Bali Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 telah sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan, sebagaimana halnya pada
pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, urusan penunjang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh komitmen

keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,
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masyarakat, dan civil society sebagai bagian integral dari pelaksanaan sistem
administrasi pemerintahan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui
Laporan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan
dan peningkatan efesiensi, efektivitas, disiplin serta produktivitas kinerja
seluruh jajaran pejabat serta pelaksana di lingkungan Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali pada tahun-tahun selanjutnya,
sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali secara

keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance, dan Clean Government.

Bali, 2 Februari 2026
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KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
KESRA

| Made Dwi Arbani, S.TP, M.Si.
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NIP. 19711127 198603 1 001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Bali Tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian
Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
tahun 2025. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi
Bali pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis beserta indikator
kinerja, dan target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap target kinerja tersebut, dapat

disimpulkan seluruh target mencapai realisasi di atas 100%

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-
masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali pada tahun

2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tujuan 1

Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No Sasaran Strategis Inc%lkat.or Satuan | Target | Realisasi Capaian
Kinerja (%)
1 2 3 4 5 6 7
1 | Meningkatnya Kualitas | Persentase Angka 75% 94.92% 127 %
Kinerja Realisasi
Penyelenggaraan Capaian SPM
Pemerintahan dan Provinsi Bali
Otonomi Daerah
Nilai Evaluasi Angka 82 88.63 108%
Manajemen
Kinerja
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Tujuan 2

Meningkatnya penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung
pengembangan Budaya Spiritual

Indik 5
No Sasaran Strategis n(!1 afor Satuan| Target | Realisasi S TLELE
Kinerja (%)
1 2 3 4 5 6 7
2 | Meningkatnya Meningkatnya Angka | 100% 100% 100%

penyelenggaraan Bina penyelenggaraan
Mental Spiritual yang Bina Mental

mendukung Spiritual yang
pengembangan Budaya | mendukung
Spiritual pengembangan

Budaya Spiritual

Kinerja keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Bali tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp.
55.943.418.724,- atau 78.63% dari total pagu anggaran sebesar Rp.
71.690.793.885,-.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 terdapat
kendala yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak mencapai realisasi
100% antara lain masih terdapat sisa pagu anggaran dikarenakan adanya
hasil negosiasi harga dari rekanan, terdapat efesiensi anggaran pengendalian
belanja sesuai SE Sekda No. 7054 tahun 2025 tentang pengendalian
pelaksanaan belanja daerah pada APBD provinsi Bali tahun anggaran 2025
tanggal 22 Oktober 2025 serta terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan
karena harus menyesuaikan dengan produk yang ber TKDN dan diganti
dengan rekening belanja lain, Untuk mengatasi kendala tersebut beberapa
langkah antisipatif yang ditempuh antara lain: melakukan evaluasi dan
penyusunan anggaran yang lebih cermat dan selektif.

Dari uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa
akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa: kinerja Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali pada prinsipnya telah

mencapai target sebagaimana direncanakan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan
prinsip Otonomi Daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk dapat
mengatur dan mengurus sendiri beberapa urusan Pemerintahan yang
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Berbagai
keputusan politik diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan publik. Oleh
karena itu, untuk menjamin kebijakan tersebut secara operasional terwujud
diperlukan tata kelola Pemerintahan yang baik agar segala bentuk kebijakan
bermuara pada kesejahteraan rakyat baik secara jasmaniah maupun mental
spritual. Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola
pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas dan integritas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan
amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan
capaian pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui
pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja utama Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Bali mengacu pada tugas pokok dan fungsi instansi meliputi:
perumusan kebijakan umum dan koordinasi di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Kerjasama Daerah dan Kesejahteraan Rakyat,
khususnya terkait upaya-upaya strategis dalam pemecahan persoalan
penyelenggaraan Pemerintahan, tercapainya capaian SPM Provinsi Bali; dan

peningkatan kebijakan bina mental dan spiritual.
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Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2025
bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali;

2. Mendorong Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik
dan benar yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan
melalui  kebijakan-kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali untuk meningkatkan
kinerja; dan

4. Memberikan kepercayaan publik terhadap Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dalam pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali sebagai unsur

pendukung tugas Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur
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mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi
sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam konteks
yang lebih luas, perumusan kebijakan dimaksud mencakup 2 (dua) aspek
penting yaitu:

a. Koordinasi instansi vertikal; penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah;
penyelenggaraan Pemerintahan Daerabh; penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Pertanahan; Kerjasama Antar
Daerah, Swasta dan Luar Negeri; serta penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah; dan

b. Koordinasi dengan instansi daerah dan Pemerintah Pusat di bidang
bina mental spiritual serta kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan

non pelayanan dasar.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut di atas, Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

a. mengolah bahan dalam rangka koordinasi instansi vertikal,
penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah, Pemerintahan Daerah,
penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pertanahan,
Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga, Swasta dan Luar Negeri,
serta serta pelaksanaan penataan urusan Pemerintahan;

b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan di bidang Pemerintahan, administrasi aparatur
Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan kerjasama Pemerintahan;

c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi
Pemerintahan;

d. memfasilitasi masyarakat dalam rangka meningkatkan sarana dan
prasarana di bidang kesejahteraan rakyat;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan Pemerintah

Pusat di bidang bina mental spiritual;
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f. melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan Pemerintah
Pusat di bidang kesejahteraan pelayanan dasar dan non pelayanan
dasar;

g. menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan
dan otonomi daerah serta memfasilitasi penyelenggaraan administrasi
Kepala Daerah dan DPRD;

h. menyiapkan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kesejahteraan rakyat;

i. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan kesejahteraan rakyat;
serta

j- menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di

bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan kesejahteraan rakyat.

Mengenai uraian tugas Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali secara detail dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali
Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali.
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1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari
Kepala Biro, Kepala Bagian Kerjasama serta Kelompok Jabatan Fungsional

dan Pelaksana dengan rincian susunan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BIRO
I Made Dwi Arbani, S.TP, M.Si.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
OTONOMI DAERAH KEPALA BAGIAN KERJASAMA RAKYAT

Dewa Gede Indira Mahardika, SSTP, MAP Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.SI Ni Putu Susi Lestari,S.IP, MAP

KEPALA SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA

KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAH SPIRITUAL DAN KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL

KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA

| Made Mada Adi Setiabudi S.STP., M.A.P Ni Luh Ratna Ayu,S.IP, M.AP Ida Bagus Kade Ganda Susila, SH

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA BIRO
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI
DAERAH KEPALA SUB BAGIAN KESRA PELAYANAN DASAR

AN NON PELAYANAN DASAR

| Gede Agus Mulyawan, S.STP | Dewa Agung Ayu Istiriani, S.STP | Wayan Widastra S.Sn,M.Si

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DAN PELAKSANA

Keterangan:

adalah garis perintah.
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1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

1.3.1 Aspek Strategis

Penyelenggaraan pembangunan di bidang Pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat adalah merupakan salah satu urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
mengamanatkan bahwa:

1) Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan; serta

2) Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan urusan tersebut di atas, diperlukan adanya
perumusan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi kebijakan daerah
agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Amanat
tersebut kemudian menjadi dasar bagi Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam mengambil peran terhadap aspek strategis
sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bina Mental dan

Spiritual.
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1.3.2 Permasalahan Utama
Aspek strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali mengacu pada
2 (dua) sasaran strategis dengan permasalahan sebagai berikut:
1) Belum terbitnya nilai/skor LPPD dan SPM;

LPPD tidak hanya sekedar merekam kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai
bahan pertimbangan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan di bidang keuangan dalam pemberian insentif dan
disinsentif, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target
pembangunan pusat dan daerah; serta pembinaan terhadap
peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam
menyelenggarakan otonomi daerah.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal sebagai alat strategis untuk memastikan
pemerataan pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mengukur kinerja Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Laporan Penerapan SPM menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat
untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Nilai/skor LPPD maupun Nilai Evaluasi SPM tidak terlepas
dari komitmen bersama perangkat daerah pengampu urusan
wajib maupun pilihan serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menyampaikan data dukung dan data kinerja yang memenuhi

syarat substantif dan administratif.
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2) Terdapat potensi sengketa batas wilayah;

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam
lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan
suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah
yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Apabila
batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan
akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan
oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya
atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar
tanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemerintahan,
pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah
tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui
batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi
timbulnya konflik antar daerah. Hingga saat ini isu sengketa
batas wilayah Desa Adat di Bali seringkali mengalami sengketa
karena masih menggunakan tanda penampakan alam seperti
bengang (kawasan tanpa penduduk) ataupun taru ageng (pohon

besar).

3) Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah akibat
faktor internal maupun eksternal;

Bali sebagai daerah tujuan pariwisata tentunya menarik
minat berbagai kalangan untuk melakukan kerjasama. Hal ini
berdampak pada pembangunan di Bali yang tidak tersebar secara
merata. Meskipun gini ratio penduduk di Provinsi Bali tergolong
dalam kategori ketimpangan rendah, namun secara nyata dapat
kita lihat bahwa pembangunan antara satu wilayah dengan
wilayah lainnya di Bali belum merata disebabkan pelaksanaan

kerjasama daerah belum terdistribusi secara optimal.

L . . ’ v\ ,

0 esar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). o g MM "
i? Sertifikas Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE. B

Y .k )

) sERWIsA‘I'A
o NDONESIA
Upload file pada https:/tie.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.  saygerpunme®
INDONESIA



https://kanal.baliprov.go.id/short/92V5pqd0eM-E49Z
https://kanal.baliprov.go.id/verify_page

4) Belum optimalnya pelaksanaan sradha bhakti di kalangan
krama Bali.

Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Rakyat tentunya
tidak begitu saja sukses, kendala/permasalahan pasti akan
ditemukan sebagai tantangan dari globalisasi yang secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tatanan
kehidupan krama Bali meliputi adat istiadat, agama, tradisi,
seni dan budaya Bali. Permasalahan mental spiritual
masyarakat Bali saat ini mencerminkan eksistensi agama dan
tradisi yang terus mengalami kemunduran baik dari segi
kualitas, kelembagaan serta sarana prasarana spiritual. Hal ini
menjadi permasalahan utama yang perlu diintervensi
Pemerintah melalui melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan
upacara keagamaan dan pengembangan tradisi spiritual yang

merupakan aspek inherent agama Hindu di Bali.

1.4 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan LKjIP
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2025
adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
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10.

11.

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran
2025

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;

16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan

17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan LKjIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN
Pada Bab ini disajikan gambaran umum, tugas dan fungsi,
aspek strategis dan permasalahan umum yang dihadapi Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali,

dasar hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Pada Bab ini diuraikan Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini disajikan informasi terkait analisis atas capaian
kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi

anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV. PENUTUP
Memuat simpulan umum atas pencapaian kinerja, kendala, dan

saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN
Renstra Setda Provinsi Bali 2024-2026.
2. IKU Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Bali.
RKT Tahun 2025.
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sesuai
ketentuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan dokumen
perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam jangka 3 (tiga) tahun ke depan
dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali
yang dituangkan ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan
perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja dan
penganggaran. Visi Pembangunan Daerah yaitu: “NANGUN SAT KERTHI LOKA
BALI’ melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

Adapun misi Pembangunan Daerah yang terkait dengan Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali sesuai dengan
tugas dan fungsinya (core bussiness) adalah membantu Gubernur
mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi
sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait

penyelenggaraan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sebagai berikut:
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1) Misi ke-1 yaitu “Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara
sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu
Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan
Jagat Kertih.”; dan

2) Misi ke-22 yaitu “Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan
Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan
bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat,
pasti dan murah”.

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan: “Terwujudnya
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator Persentase
Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali serta “Terwujudnya Tata Kehidupan
Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Atma Kertih” dengan indikator
Persentase = Kebijakan yang  ditindaklanjuti yang mendukung
Pengembangan Budaya Spiritual. Tujuan tersebut menjadi tujuan yang
ingin diwujudkan dalam penyusunan Renstra Biro Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

2.1 Rencana Strategis

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali telah
menetapkan Rencana Strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan serta cara mencapai tujuan dan sasaran
organisasi dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2025
memuat serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat
secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi
untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian
visi dan misi instansi.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali yang diemban oleh Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali mengisyaratkan
2 (dua) hal utama yaitu: (1) meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan (2) meningkatnya kualitas

penyelenggaraan bina mental dan spiritual dan kesejahteraan rakyat.
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2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis

yang menunjukkan tingkat kinerja sebagai dasar penyusunan kinerja

pembangunan daerah secara keseluruhan. Guna memecahkan persoalan

dan menangani isu strategis yang dihadapi Biro Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, maka ditetapkan rumusan

tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2024-2026, yaitu:

1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan; dan

2) Terwujudnya tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai

Atma Kertih.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang ditetapkan oleh

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, yaitu:

1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik; dan

2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bina mental dan spiritual.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
Tahun 2024 s/d 2026

Misi Tujuan Sasaran Indikator | Satuan Target Kinerja Pada
Renstra Tahun
2023 |2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) () (6) (7 | (8) | (9)

Mengembang- | Meningkatnya | Terwujudnya | Persentase Persen Nilai 70% | 75% 78%
kan Sistem Kualitas Tata Tata Kelola Realisasi LPPD
Tata Kelola Kelola Pemerintaha | Capaian 2.6
Pemerintahan | Pemerintahan | n yang baik SPM
Daerah yang Provinsi
Efektif, Bali
Efisien, Meningkatnya | Nilai Nilai 81 82 82 83
Terbuka, Kualitas Evaluasi
Transparan, Manajemen Manajemen
Akuntabel dan Kinerja pada | Kinerja
Bersih serta Biro pada Biro
Meningkatkan Pemerintahan | Pemerintah
Pelayanan dan -an dan
Publik Kesejahteraan | Kesejahtera
Terpadu yang Rakyat Setda | an Rakyat
Cepat, Pasti Provinsi Bali | Setda
dan Murah Provinsi

Bali
Mengembang- | Terwujudnya Meningkatny | Persentase Persen Indeks | 100% | 100% | 100%
kan tata Tata a Kualitas Kebijakan Kepuasan
kehidupan Kehidupan Penyelenggar | yang Llayanan
Krama Bali Krama Bali aan Bina ditindaklan- Sad,;{g rtih

15

%

Vi

Balai Bes
Sertifikas

Elektronik

ar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte_komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.

_}‘II/ \\l‘//

~

BANGGA

1SATA
oESRONESIA

BANGGApUATAN
INDONESIA



https://kanal.baliprov.go.id/short/92V5pqd0eM-E49Z
https://kanal.baliprov.go.id/verify_page

secara sekala | Berdasarkan Mental dan juti yang

dan niskala Nilai-Nilai Spiritual mendukung

berdasarkan | Atma Kerthi Pengemba-

nilai-nilai Sad ngan

Kertih Budaya
Spiritual

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Perencanaan Kinerja pada prinsipnya merupakan gambaran tujuan,

sasaran dan program yang ditetapkan sebagai komitmen untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur. Dalam rangka pelaksanaan program dan

kegiatan strategis di atas, maka Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Setda Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahun 2025
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali

Upload file pada https://tte_komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.

INDONESIA

Banggapurte™

No. Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target
(1) @) @) (@) (5) (6)
1 Meningkatnya Terwujudnya Tata Persentase Y% 75%
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Realisasi
Kelola yang baik Capaian SPM
Pemerintahan Provinsi Bali
Meningkatnya Nilai Evaluasi Nilai 82
Kualitas Manajemen | Manajemen
Kinerja pada Biro Kinerja pada Biro
Pemerintahan dan Pemerintahan
Kesejahteraan dan
Rakyat Setda Kesejahteraan
Provinsi Bali Rakyat Setda
Provinsi Bali
2 Terwujudnya Tata | Meningkatnya Persentase % 100
Kehidupan Krama | Kualitas Kebijakan
Bali Berdasarkan | Penyelenggara-an yang
Nilai-Nilai Sad Bina Mental dan ditindaklanjuti
Kertih Spiritual yang mendukung
Pengembangan
Budaya
Spiritual
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Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat mengacu pada SK Kepala Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Nomor 3389 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja
Utama Tahun 2024-2026 di Lingkungan Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali sebagai berikut:

1) Tyjuan strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”
dilaksanakan dengan dua sasaran strategis yaitu:

a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan
indikator kinerja yaitu: Persentase Realisasi Capaian SPM
Provinsi Bali.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Laporan Penerapan SPM termasuk dalam materi muatan
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan wajib
disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Indeks Pencapaian SPM meliputi: capaian
Mutu Pelayanan Dasar dan capaian penerima Pelayanan Dasar
yang dihitung sesuai lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Capaian Indeks
Pencapaian SPM (IP SPM) dievaluasi oleh Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

b. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.

Sesuai ketentuan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2022,
setiap pimpinan instansi Pemerintah diwajibkan melakukan
evaluasi AKIP dengan kebijakannya masing-masing. Laporan
Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP dievaluasi dan dinilai
oleh stakeholder evaluator.

2) Tujuan strategis “Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali

Berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kertih” dilaksanakan melalui sasaran

strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bina Mental dan

Spiritual dengan indikator kinerja Persentase Kebijakan yang
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ditindaklanjuti yang mendukung Pengembangan Budaya
Spiritual.

Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti yang mendukung
Pengembangan Budaya Spiritual Tingkat dapat dilihat melalui
kesesuaian antara kebijakan terkait Bina Mental Spiritual yang
terfasilitasi terhadap pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang
diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
sepanjang tahun berjalan. Indikator ini dievaluasi melalui Hasil
survei kepada pemangku kepentingan mengenai tingkat
kesesuaian kebijakan terkait Bina Mental Spiritual yang
terfasilitasi dalam mendukung Pengembangan Budaya Spiritual di

masyarakat.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam
Renstra 2024-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum
dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.
Target kinerja tahunan yang ingin dicapai pada tahun 2025 sesuai sasaran

strategis yang mengacu pada Renstra sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali Tahun 2025

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
Strategis
(1) (2) (3)
Meningkatnya Kualitas Persentase Realisasi 75%
Kinerja Penyelenggaraan Capaian SPM Provinsi
Pemerintahan dan Bali
Otonomi Daerah
Meningkatnya Persentase 100%
Penyelenggaraan Bina Tindaklanjut Kebijakan
Mental Spiritual yang Strategis Yang
Mendukung Mendukung
Pengembangan Budaya Pengembangan Budaya
Spiritual Spiritual
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Program Anggaran (Rp.) Keterangan

1. | Program Rp. 1.736.831.28 APBD
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

2. | Program Rp. 68.088.191.764 APBD
Kesejahteraan Rakyat
3. | Program Penunjang Rp. 1.865.770.839 APBD

Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

Jumlah Anggaran Rp. 71.690.793.885

Tercapainya sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah” dapat diukur
dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali.
Upaya untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui program:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan anggaran Rp.

1.736.831.28,-.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan

anggaran Rp. 1.865.770.839,-.

Sementara tercapainya sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Bina
Mental Spiritual yang Mendukung Pengembangan Budaya Spiritual” dapat
diukur dengan indikator kinerja Persentase Tindaklanjut Kebijakan Strategis
Yang Mendukung Pengembangan Budaya Spiritual melalui program

Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp. 68.088.191.764,-.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai upaya pertanggungjawaban terhadap pencapaian kinerja
berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang kemudian dijabarkan dalam
bentuk kebijakan, program dan kegiatan, maka Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Pertanggungjawaban dimaksud terdiri dari beberapa indikator kinerja
dan mekanisme pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara
menyeluruh. Penilaian dilakukan melalui evaluasi atas capaian kinerja yang
dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja dan hasilnya
akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja

(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Kriteria Penilaian Kode
Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
1 91 <100 Sangat Baik Hijau Tua
2 76 <90 Tinggi Hijau Muda
3 66 <75 Sedang Kuning Tua
4 |51=<65 Rendah Kuning Muda
S | =50 Sangat Rendah Merah

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
Tahun 2025 dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan
pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang
dituangkan dalam PK Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Setda Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan kinerja tahun ke-1 (awal) pada
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periode Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-

2026. Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan dengan

cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun

ini dengan tahun sebelumnya

Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator

kinerja sasaran strategis pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024

sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025
N Tujuan/ Indikator |Target|Realisasi|% Capaian|Target Realisasi/% Capaian
o . .
Sasaran Kinerja 2024 2025
1 | Meningkatnya | Persentase 70% 133 % 75% 127%
Kualitas Kinerja| Realisasi
Penyelenggaraar] Capaian SPM
Pemerintahan Provinsi Bali
dan Otonomi
Daerah
Nilai Evaluasi 82 103% 82 108%
Manajemen
Kinerja pada Biro
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Rakyat Setda
Provinsi Bali
2 | Meningkatnya | Persentase 100% 100% 100% 100%
penyelenggaraa | Tindaklanjut
n Bina Mental | Kebijakan
Spiritual yang | Strategis yang
mendukung mendukung
pengembangan | Pengembangan
Budaya Budaya
Spiritual Spiritual
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh sasaran
strategis telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun terdapat
perubahan indikator kinerja pada tahun 2025 karena berubahnya
periode perencanaan strategis, namun capaian indikator tetap dapat

melampaui target-target yang ditetapkan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator
kinerja sasaran strategis pada tahun 2025 dengan beberapa tahun
sebelumnya sebagai berikut:
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Periode Renstra Tahun 2021-2025
dan Capaian Kinerja Tahun 2025
No. Tujuan/ Indikator Target Realisasi
Sasaran Kinerja  po21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025
1. Meningkatnya | Persentase 24 |25 2.6 70% | 75%
Kualitas Realisasi
Kinerja Capaian SPM
Penyelenggara | Provinsi Bali
an
Pemerintahan Nilai Evaluasi | N/A | 75 76 82 82
dan Otonomi Manajemen
Daerah Kinerja pada
Biro
Pemerintahan
dan
Kesejahtera-
an Rakyat
Setda Provinsi
Bali
2. Meningkatnya Persentase 76 77 78 82 100%
penyelenggaraa | Tindaklanjut
n Bina Mental Kebijakan
Spiritual yang Strategis
mendukung yang
pengembangan | mendukung
Budaya Pengembangan
Spiritual Budaya
Spiritual

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran

strategis pada tahun 2025 telah menunjukkan kestabilan.

Tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Otonomi Daerah” menunjukkan Persentase
22
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Realisasi Capaian SPM” Provinsi Bali melampaui target mencapai
94.92% dengan kategori Tuntas Utama. Sementara tujuan strategis
Mental yang

mendukung pengembangan Budaya Spiritual” mampu mencapai

“Meningkatnya penyelenggaraan Bina Spiritual

target yang ditetapkan pada Renstra 2024-2026.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi
Tabel 3.4

Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target pada Renstra 2024-2026

No. Tujuan/ Capaian Target Akhir Tingkat | Ket.
J Indikator Kinerja 2025 Renstra Kemajuan
Sasaran
(2026)
1. Meningkatnya Persentase Realisasi 94.92% 78% 127%
Kualitas Kinerja Capaian SPM Provinsi
Penyelenggaraan Bali
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Nilai Evaluasi 88.63 83 108%
Manajemen Kinerja
2. Meningkatnya Persentase Tindaklanjut] 100% 100% 100%
Penyelenggaraan Kebijakan Strategis
Bina Mental yang mendukung
Spiritual yang Pengembangan Budaya
Mendukung Spiritual
Pengembangan
Budaya Spiritual

Rincian perbandingan antara tingkat realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat
dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagai berikut:
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran
strategis pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir pada
dokumen perencanaan strategis Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Bali tahun 2024-2026 telah mencapai target

bahkan melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan.
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4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional
Capaian Penerapan SPM Nasional merupakan bagian dari target
pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029, demikian pula menjadi target
perencanaan strategis pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian SPM Provinsi Bali dengan Standar Nasional
dan Capaian SPM Nasional Tahun 2025
Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa capaian
penerapan SPM menjadi salah satu indikator strategis yang ditetapkan
oleh Pemerintah dengan target yang sangat tinggi yaitu 100%. Pada
tahun 2025 capaian SPM Pemerintah Provinsi Bali mencapai 93.97%

atau 127% melampaui capaian SPM Nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Secara umum pencapaian sasaran strategis tahun 2025 telah
memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian bukan berarti
tidak terdapat kendala maupun hambatan dalam pencapaian sasaran
tersebut. Adapun analisis atas kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
No. Analisis Solusi yang
Tujuan/ Inc!lka?or Target Realisasi | % Capaian Keberhasilan/ dilakukan
Sasaran Kinerja Kegagalan
1 Meningkatnya | Persentase 75% 94.92% 127% Tercapai Meningkatkan
Kualitas Realisasi koordinasi untuk
Kinerja Capaian SPM memaksimalkan
Penyelenggara| Provinsi Bali kualitas data
an dukung SPM
Pemerintahan Provinsi Bali.
dan Otonomi | Nilai Evaluasi 82 88.63 108% Tercapai Memperkuat
Daerah Manajemen SDM; ikut serta
Kinerja dalam berbagai
pelatihan dan
bimbingan teknis;
melaksanakan

24

- . . . \ .
0 sar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). Sap WL "
& Sertifikas Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE. ‘é{'gmsm
| .

oI[NDONESIA
Upload file pada https:/tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.  saygerpuar®
INDONESIA



https://kanal.baliprov.go.id/short/92V5pqd0eM-E49Z
https://kanal.baliprov.go.id/verify_page

rekomendasi hasil
reviu AKIP,
pemeriksaan dan
asistensi oleh
instansi yang
berwenang.

2 Meningkatnya | Persentase 100% 100% 100% Tercapai Melaksanakan
kualitas Kebijakan reviu kebijakan
kebijakan yang agar

Bina Mental ditindaklanjuti pelaksanaan
dan Spiritual | yang kegiatan sesuai
mendukung dengan
Pengembangan ketentuan yang
Budaya berlaku; dan
Spiritual meningkatkan
koordinasi
dengan
stakeholder
terkait
pelaksanan
program dan
kegiatan.

Secara umum pelaksanaan sasaran strategis pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali mencapai
target yang ditentukan dan tidak menemukan suatu kendala yang
bersifat krusial. Beberapa alternatif solusi telah dijelaskan pada tabel
di atas sebagai upaya untuk menghindari terjadinya hambatan-

hambatan dalam pencapaian sasaran strategis.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dengan memanfaatkan

sumber daya sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tujuan dan Sasaran

. s s s Anggaran Tingkat
No ’g:_lst;::é Indikator Kinerja Efisiensi
. Target | Realisasi | Capaian| Target (Rp.) Realisasi (Rp.) | Capaian
Strategis % %

1 Meningkatnya 75% 94.92% 127% 1.736.831.282 1.278.771.953 73.63 % | 26.37%
kualitas Tata
Kelola 82 88.63 108% 1.865.770.839 1.664.520.478 89.21% 10.79%
Pemerintahan
yang baik

2 Meningkatnya | 100% 100% 100% 68.088.191.764 | 53.000.126.293 | 79.00% | 21%
kualitas
kebijakan
Bina Mental
dan Spiritual

. - . . . \ .
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan
sasaran strategis pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan
dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Capaian realisasi berdasarkan
target kinerja rata-rata mencapai 100%, sementara target realisasi
keuangan rata-rata mencapai 94.72% akibat efisiensi dari beberapa
kegiatan berupa sisa nego harga e-katalog dan rasionalisasi kegiatan

serta pemberian honor.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum pencapaian sasaran strategis tahun 2025 telah
memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui pengaruh
program, kegiatan maupun sub kegiatan terhadap keberhasilan
maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali sebagai
berikut:

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No. |Tujuan/Sasaran Indikator Capaian Program/ Indikator Capaian Menunjang/
Strategis Kinerja % Kegiatan dan Kinerja % tidak menunjan
Sub Kegiatan
1. | Meningkatnya | Persentase 100% |Program 75% 100% Menunjang
kualitas Tata Realisasi Pemerintahan
Kelola Capaian SPM dan Otonomi
Pemerintahan | Provinsi Bali D h
yang baik ae.ra -
Kegiatan Persentase 100% Menunjang
Pelaksanaan Tugas
Tugas Pemerintahan
Pemerintahan yang
ditindaklanjuti
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Pengelolaan Dokumen Hasil
Administrasi Pengelolaan
Kebijakan Administrasi
Pemerintahan Kebijakan
Pemerintahan
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Fasilitasi Dokumen Hasil
Penataan Fasilitasi
Wilayah Penataan
Wilayah
26
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Kegiatan Persentase 100% Menunjang
Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Daerah | Otonomi
Daerah yang
ditindaklanjuti
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Fasilitasi Dokumen Hasil
Administrasi Fasilitasi
Kepala Daerah Administrasi
dan DPRD Kepala Daerah
dan DPRD
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Pengembangan | Dokumen Hasil
Otonomi dan Pengembangan
Penataan Otonomi dan
Urusan Penataan
Urusan yang
dilaksanakan
Kegiatan Persentase 100% Menunjang
Fasilitasi Kerja Kerjasama
Sama Daerah Daerah yang
difasilitasi
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Fasilitasi Kerja | Dokumen
Sama Antar Fasilitasi Kerja
Pemerintah Sama Antar
Pemerintah
yang
ditindaklanjuti
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Fasilitasi Kerja Dokumen Hasil
Sama Antar Fasilitasi Kerja
Pemerintah Sama Antar
Pemerintah
Sub Kegiatan Jumlah Kerja 100% Menunjang
Evaluasi Sama yang
Pelaksanaan dievaluasi
Kerja Sama
Nilai Evaluasi 100% |Program 82 100% Menunjang
Manajemen Penunjang
Kinerja Urusan
Pemerintahan
Kegiatan Persentase 100% Menunjang
Perencanaan, Pelaksanaan
Penganggaran Perencanaan,
dan Evaluasi Penganggara_n
. dan Evaluasi
Kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat
Daerah daerah
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
Kegiatan Persentase 100% Menunjang
Administrasi Pelayanan
Umum Administrasi
perangkat Umum
Daerah
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Sub Kegiatan Jumlah Paket 100% Menunjang
Penyediaan Komponen
Komponen Instalasi
Instalasi Listrik /Penera-
Listrik/Penera- | ngan Bangunan
ngan Bangunan | Kantor yang
Kantor disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Paket 100% Menunjang
Penyediaan Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor yang
Kantor disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Paket 100% Menunjang
Penyediaan Barang
Barang Cetakan | Cetakan dan
dan Penggandaan
Penggandaan yang
disediakan
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Penyelengga- Laporan
raan Rapat Penyelengga-
Koordinasi dan | raan Rapat
Konsultasi Koordinasi dan
SKPD Konsultasi
SKPD
Kegiatan Persentase 100% Menunjang
Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah yang
Daerah Tertata
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Penyediaan Jasa | Kendaraan
Pemeliharaan, Perorangan
Biaya Dinas atau
Pemeliharaan Kendaraan
dan Pajak Dinas Jabatan
Kendaraan yang dipelihara
Perorangan dan dibayarkan
Dinas atau Pajaknya
Kendaraan
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Pemeliharaan Peralatan dan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Mesin Lainnya yang dipelihara
Sub Kegiatan Jumlah Sarana | 100% Menunjang
Pemeliharaan/ dan Prasarana
Rehabilitasi Pendukung
Sarana dan Gedung Kantor
Prasarana atau Bangunan
Pendukung Lainnya yang
Gedung Kantor | dipelihara
atau Bangunan
Lainnya
Meningkatnya | Persentase 100% |Program 100% 100% Menunjang
kualitas Tindaklanjut Kesejahteraan
kebijakan kebijakan Rakyat
Bina Mental strategis yang
dan Spiritual mendukung
pengembangan
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budaya
spiritual

Kegiatan Persentase 100% Menunjang
Fasilitasi Pengembangan
Pembinaan Mental
Mental Spiritual Spiritual
Sub Kegiatan Jumlah Sarana | 100% Menunjang
Pengelolaan dan Prasarana
Sarana dan Spiritual yang
Prasarana dikelola
Spiritual
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Fasilitasi Lembaga Bina
Kelembagaan Spiritual yang
Bina Spiritual difasilitasi
1%
Kegiatan Persentase 100% Menunjang
Fasilitasi Pengembangan
Pengembangan | Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat
Rakyat Pelayanan
Pelayanan Dasar
Dasar
Sub Kegiatan Jumlah 100% Menunjang
Fasilitasi, Dokumen Hasil
Koordinasi dan Fasilitasi,
Sinkronisasi, Koordinasi,
Evaluasi dan Sinkronisasi,
Capaian Kinerja | Evaluasi, dan
Kebijakan Capaian
Kesejahteraan Kinerja
Rakyat Bidang Kebijakan
Sosial Kesejahteraan

Rakyat Bidang
Sosial

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama pada

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali tahun

2025 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan didukung oleh 3

(tiga) program, 8 (kegiatan) dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan.

Adapun jumlah dana yang dianggarkan pada Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dari APBD Provinsi Bali
tahun 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp. 71.690.793.885,-.

Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 pada

tabel 3.8 sebagai berikut:
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Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.

Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian %

Program Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

1.736.831.282

1.278.771.953

73,63

Kegiatan Pelaksanaan Tugas
Pemerintahan

473.354.475

380.274.897

80.34

Sub Kegiatan Pengelolaan
Administrasi Kebijakan
Pemerintahan

361.982.075

308.797.505

83.31

Sub Kegiatan Fasilitasi
Penataan Wilayah

111.372.400

71.477.392

64.18

Kegiatan Pelaksanaan
Otonomi Daerah

373.114.800

204.188.197

54.72

Sub Kegiatan Fasilitasi
Administrasi Kepala
Daerah dan DPRD

262.095.300

155.376.256

59.28

Sub Kegiatan
Pengembangan Otonomi
dan Penataan Urusan

111.019.500

48.811.941

43.97

Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama
Daerah

890.362.007

694.308.859

77.98

Sub Kegiatan Fasilitasi
Kerja Sama Antar
Pemerintah

208.208.307

159.241.045

76.48

Sub Kegiatan Evaluasi
Pelaksanaan Kerja Sama

682.153.700

535.067.814

78.44

II

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi

1.865.770.839

1.664.520.478

89.21

Kegiatan Perencanaan,
Penganggarandan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

218.269.427

201.524.182

92.33

Sub Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

218.269.427

201.524.182

92.33

Kegiatan Administrasi Umum
perangkat Daerah

628.584.920

516.295.873

82.14

Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

15.976.600

14.876.850

93.12

Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

410.206.320

347.034.540

83.37

Sub Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan

31.727.000

26.460.870

83.40

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

170.675.000

127.923.613

74.95

Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.018.916.492

946.700.423

92,91

Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya

919.956.492

899.452.923

97.77
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Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan 86.160.000 47.247.500 54.84

Peralatan dan Mesin
Lainnya

Sub Kegiatan 12.800.000 0 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

III

Program Kesejahteraan 67.038.191.764 | 53.000.126.293 79.00
Rakyat

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan | 17.046.092.088 5.990.174.825 35.14
Mental Spiritual

Sub Kegiatan Pengelolaan 16.491.811.336 5.609.244.703 31.98

Sarana dan Prasarana
Spiritual

Sub Kegiatan Fasilitasi 554.280.752 380.930.122 68.73
Kelembagaan Bina

Spiritual

Kegiatan Fasilitasi 49.992.099.676 | 47.009.951.468 94.03
Pengembangan Kesejahteraan

Rakyat Pelayanan Dasar

Sub Kegiatan Fasilitasi, 49.992.099.676 47.009.951.468 94.03
Koordinasi dan

Sinkronisasi, Evaluasi
dan Capaian Kinerja
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat Bidang Sosial

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2025 telah 100%
mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan rata-rata realisasi
keuangan mencapai 78.03%. Beberapa efisiensi akibat negosiasi harga
pada e-katalog, pengalihan rapat secara luring menjadi daring dan
efisiensi honorarium terdapat pada Program Pemerintahan dan
Otonomi Daerah, Program Kesejahteraan Rakyat maupun Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali serta.
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3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi
Bali Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 71.690.793.885,- dengan realisasi
anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 55.943.418.724,- atau

78.03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Tabel Capaian Program dan Kegiatan
Capai
No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) a;:;uan
(o]
I Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 1.736.831.282 1.278.771.953 73.63
A | Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 473.354.475 380.274.897 80.34
B Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 373.114.800 204.188.197 54.72
C | Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah 890.362.007 694.308.859 77.98
I Progfarr.l Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.865.770.839 1.664.520.478 89.21
Provinsi
D K?gla'tan Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi 218.269.427 201.524.182 92.33
Kinerja Perangkat Daerah
E Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 628.584.920 516.295.873 82.14
F Keg1at:f1n Pemeliharaan Ba}rang Milik Daerah 1.018.916.492 946.700.423 92.91
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
III | Program Kesejahteraan Rakyat 68.088.191.764 | 53.000.126.293 79.00
G | Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 18.096.092.088 5.990.174.825 35.14
H Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan 49.092.099.676 47.009.951.468 94.03
Rakyat Pelayanan Dasar
Total 71.690.793.885 55.943.418.724 78.63

Pada Tahun Anggaran 2025 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Setda Provinsi Bali melaksanakan 3 (tiga) program, 8 (delapan)

kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang dibiayai dari dana APBD
Induk Provinsi Bali sebesar Rp. 33.955.912.210,- kemudian pada alokasi

anggaran Perubahan APBD Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp.

71.690.793.885,- yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar
Rp. 24.306.513.889,-, belanja modal sebesar Rp. 392.180.320,- dan belanja
hibah sebesar Rp. 46.992.099.676,-.
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BAB IV
PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi
Bali Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam
mencapai sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Bali Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang
tercermin pada akuntabilitas kinerja.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang
stabil, seluruh target yang ditetapkan dapat terpenuhi, bahkan terdapat realisasi
yang melampaui target kinerja dan standar nasional. Realisasi anggaran belanja
langsung tahun 2025 sebesar Rp. 55.943.418.724,- atau 78.03% dengan realisasi
fisik sebesar 100%.

Capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi
Bali Tahun 2025 dapat dinyatakan “berhasil”, karena seluruh Target Indikator
Kinerja Sasaran Strategis mencapai 100% ke atas.

Selain itu, secara keseluruhan capaian Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Bali Tahun 2025 relatif mencapai target walaupun ditahun
2025 terdapat beberapa kendala seperti penawaran harga nego di E-Katalog,
Efesiensi anggaran pada Kegiatan dan Honorarium. Untuk mencapai sasaran
tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti upaya peningkatan kinerja di
lingkup perangkat daerah, meningkatkan etos kerja, penegakan disiplin pegawai,
meningkatkan kompetensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya
dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.

B. Tinjauan Khusus

Meskipun Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan
baik, namun sistem penilaian kinerja tersebut perlu terus disosialisasikan kepada
unit kerja masing-masing sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya
pengukuran dan penilaian kinerja diharapkan kedepannya dapat memberikan
kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Namun demikian masih terdapat

kekurangan terutama dalam koordinasi untuk tercapainya laporan secara
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maksimal, salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kekurangan

tersebut dilakukan dengan meningkatkan koordinasi agar laporan dapat

diselesaikan tepat waktu.

C. Saran

Adapun hal-hal yang disarankan untuk tahun-tahun yang akan datang

sebagai berikut:

1.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai bahan
evaluasi oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan di masa yang
akan datang;

Kendala yang bersifat administratif dari beberapa kegiatan yang
akselerasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal tetap menjadi
perhatian, namun demikian langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap
dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/ hambatan yang
timbul sebagai upaya meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya.
Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan
efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk mencapai kinerja yang baik dari setiap unit kerja maka perlu adanya
penerakan disiplin pegawai, membangun budaya kerja yang lebih baik serta

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/lda Sang Hyang
Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi Bali dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai
dokumen dalam memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan atau
tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari
sempurna, walaupun telah berupaya untuk menampung berbagai pemikiran, masukan
serta saran-saran dari berbagai pihak, namun masih ada keterbatasan-keterbatasan
dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
bekerja secara maksimal dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. '

Kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan
bahan penyempurnaan.
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YDe a Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



DAFTAR ISI

QAN AN o N AN AV AN = S SEUR I
DAY Y = B 1 TSP ESRT I
BAB | PENDAHULUAN ...ttt ettt e e e ettt e e e e sttt e e e e e mtb e e e e e amtae e e e s ennaneeeeannes 1
1.1 LATARBELAKANG ....uuttttiiiite e e e e e eiiite e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e st e e e e e e e e e s enntaaaeaeeeeeasannnssaeeneeeas 1
1.2 LANDASAN HUKUM .....utitiiiiiie e e sttt e e e e ettt e e e e e e e sttt e e e e e e s s e na b e e e e e e e e s e nnnssaneneeeas 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ..ottiiitieeeeiaiititteeeeeeeesssaiasssseessaeeaasasssssssessaeeeesssassssssaeeeeesssanssseneeeeens 4
1.4  KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA DALAM PERENCANAAN DAERAH ......cceeeeeeiiiivinneeen. 4
1.5  SISTEMATIKA PENULISAN......cceiiiiittttttteeeeeseeettaseeeeeeeaasasaaaaeeeeaeeaesssasaaaasaeeeeesssannsraseeeeeas 5
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSIBALI ........ccceiiieeenee. 8
2.1  STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI.....cccevieeiiiiiiiiiieeee e, 8
2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH. ....ccciiiiiiiiitiiiiiee e e e e e e eeiitae e e e e e e e s e eataaeee e e e e e e e e ennnes 12
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ......uuviiiiiiiieeesiiiiiiieee e e e e e et e e e e e e e 21
2.4  TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ............. 24
BAB III_ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BALLI oot e e e e e et e e e e aaa s 26
3.1  IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH. ......ciiiiiititetee e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s e bbb s e e e eeeeeesaaasbaaaeeeeeeeesaannseees 26
3.2 ISU-ISU STRATEGIS ... uitteeetieeeeeeeasiittte et tae e e e e s sttt eaeeeaaa s s nsabb s e e eeeeeaassnnsbaneeeeeeeeesnnnnnnnes 29
BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH ...t 31
4.1  TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH.......ciiuitiiiiiieeeeesiiiiiiiieeeeeeeesssnninneeeeeeeeaans 31
4.1 1 TUJUAN AN SASAMAN........cuuiiiieiieeeee e e e e e e e e et e e e e e e e ettt reaeeeeeessraaaeeeaeeeesrnnes 31
A ©F- 1= Vo LT PSP 35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....coiiiiiiiiiiiiie ettt 36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ......cccoviieiieeeeeeiieee, 40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....cooiiiiiiiiiiiie et 57
7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ..ot 57
BAB VI PENUTUP ..ottt e e e e et e e e e e e e e s s bbbt eeeeeeaasansbbnaeeeeeeeeesannnnenes 62



11

Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 5
September tahun 2023, berakhir pula periode Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undand-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional Tahun 2024, maka
dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menginstruksikan
agar Pemerintahan Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk
menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026
serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun
dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-
2026 yang akan digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 — 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2024-2026 telah memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Program Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta
arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025. Demikian dalam
penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun
2024-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Preovinsi Bali. Tujuan dan Sasaran yang
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya
menjadi dasar dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat

Daerah.

1|BAB Il



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun

2024-2026 adalah sebagai berikut:

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Sistem Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia homor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757), diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hak cipta Kerja (Lembaran Negra Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

2 | BAB Il



1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peratuaran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomaor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rrencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Perubahan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2020 Nomor 3);

3| BAB Il
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi
seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam membangun
kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan,
sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun
2018 - 2023 adalah :
1.1 Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana
Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
1.2 Sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Sekretariat
Daerah Provinsi Bali;
1.3 Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpaduantara

Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah merupakan suatu proses
yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun
sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unadang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional
pada Tahun 2024, yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk Menyusun
dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta
meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026.

RENSTRA Sekretariat Daerah bersama Renstra Perangkat Daerah lainnya
merupakan bagian yang utuh RPD 2024-2026. RENSTRA SETDA mengandung
Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, sehingga
RENSTRA ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

4|BAB I



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangun Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, terdiri atas:

BAB | PENDAHULUAN
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1.2

1.3

1.4

15

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi
Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah,
proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat
Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan
dengan Renja Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
Perangkat Daerah.

Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah Mengemukakan
secara ringkas keterkaitan peranan Renstra Perangkat Daerah dalam dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian

Program Prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah,
Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian Tugas dan Fungsi sampai
dengan satu eselon dibawah Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur
Organisasi, jumlah personil dan Tata Laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur

dan mekanisme).

5| BAB |l



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat
Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan
Sasaran/Target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM
untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Sekretariat Daerah dan/atau
indikator lainnya SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan Pelayanan Sekretriat Daerah
Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

2.5 Anggaran Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Bagian ini menyajikan informasi anggaran, belanja dan pembiayaan basis kas untuk

periode tertentu.

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat
Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat
Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Isu-Isu Strategis
Pada Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026.
a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-
2026.
b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah.
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan

output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
Pada bagian ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra Skretariat Daerah Tahun 2024-2026 jangka

Menengah Sekretaris Daerah.
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Bab VI menguraikan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator,
Target dan Pagu (Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini memuat penentuan target pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Sekretariat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) dan
memuat target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024-
2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

7 | BAB Il
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh
Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah
Sakit Daerah, Lembaga Lain, dan Staf Ahli Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai Tujuan Strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Memberikan
Layanan Publik yang Berkualitas” yang didukung oleh 9 (Sembilan) indikator
diantaranya:

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2) Indeks Reformasi Birokrasi;

3) Indeks Kepuasan Pelayanan masyarakat terhadap Pelayanan Publik;

4) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

5) Indeks Keterbukaan Informasi Publik;

6) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

7) Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali;

8) Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);

9) Pencapaian MCP Pencegahan Korupsi;
10) Persentase Tindaklanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan

Budaya Spiritual;

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:
1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawabhi :
A. Kepala Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a). Bagian Kerjasama, membawahi :
1) Unit Substansi Kerjasama Antar Daerah Dan Pihak Ketiga;
2) Unit Substansi Kerjasama Daerah Dengan Badan Usaha/Swasta; dan
3) Unit Substansi Kerja Sama Luar Negeri.
b) Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawabhi :
1) Unit Substansi Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Fasilitasi Administrasi
Kepala Daerah Dan DPRD
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2) Unit Subtansi Administrasi Pemerintahan Dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
dan
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
¢) Substansi Kesejahteraan Rakyat, membawabhi :
1) Unit Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual
2) Unit Substansi Kelembagaan Bina Spiritual; dan
3) Unit Substansi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
Biro Hukum, terdiri dari :
a) Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi :
1) Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
2) Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
3) Unit Substansi pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum
Lainnya.
b) Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/ Kota, membawahi:
1) Unit Substansi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota
Wilayah I,
2) Unit Substansi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota
Wilayah II; dan
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
¢) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi :
1) Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah hukum;
2) Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi; dan
3) Unit Substansi HAM dan Penyuluhan Hukum.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawabhi :
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, terdiri dari :
a) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) membawabhi :
1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2) Unit Substansi LPSE; dan
3) Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan Pengadaan
Barang/Jasa.
b) Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa membawabhi :
1) Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2) Unit Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang/Jasa; dan
3) Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa.
¢) Substansi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1) Unit Substansi Ekonomi Makro, Mikro dan Sumber Daya Alam;
2) Unit Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum
Daerah; dan
3) Unit Substansi Administrasi Pembangunan Daerah.
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4. Asisten Administrasi Umum, membawabhi :

Biro Organisasi, terdiri dari :

a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawabhi :
1) Unit Substansi Kelembagaan Provinsi;
2) Unit Substansi Kelembagaan Kabupaten/ Kota; dan
3) Unit Substansi Analisis dan Formasi Jabatan.

b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawabhi :
1) Unit Substansi Reformasi Birokrasi;
2) Unit Substansi Akuntabilitas Kinerja; dan
3) Unit Substansi Budaya Kerja.

¢) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan, membawahi :
1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2) Sub Bagian Perpustakaan;
3) Unit Substansi Tata Laksana Pemerintahan; dan
4) Unit Substansi Pelayanan Publik.

B. Biro Umum dan Protokol, terdiri dari :

a) Bagian Rumah Tangga, membawabhi :
1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
2) Unit Substansi Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
3) Unit Substansi Urusan Dalam.

b) Bagian Administrasi Keuangan, Aset dan Kearsipan, membawabhi :
1) Sub Bagian Kearsipan
2) Unit Substansi Keuangan dan Verifikasi Setda;
3) Unit Substansi Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda; dan
4) Unit Substansi Pengunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda.

¢) Bagian Protokol, membawahi :
1) Unit Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
2) Unit Substansi Acara; dan

3) Unit Substansi Penyambutan
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Gambar 2.1
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Sumber Daya Sekretariat Daerah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan
peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM), anggaran,
sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanan tugas-tugas dan peran
Sekretariat Daeraah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.
Dengan SDM vyang berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat
melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja secara lebih baik.

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas. Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki
pegawai sebanyak 911 orang. Disamping potensi-potensi positif yang dimiliki SDM, juga
didapkan pada beberapa potensi permasalahan, vyaitu ; a) SDM tersebut belum
sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuanb dan sasaran organisasi; b) pola
pembinaan pegawai sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih
belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi; ¢) penerapan sistem manajemen
sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk

mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretraiat Daerah Provinsi Bali
NO JABATAN JUMLAH (ORANG)
PNS
1 Sekretaris Daerah 1
2 Asisten Pemerintahan dan Kesra 1
3 Asisten Perekonomian dan Ad. Pemerintahan 1
4 Asisten Adminstrasi Umum 1
5 Staf Ahli 3
6 Kepala Biro 5
7 Kepala Bagian 13
8 Kepala Sub Bagian / Sub Koordinator 25
9 Staf 319
NON PNS
10 | Tenaga Bantuan (Kontrak) 570
JUMLAH 939
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Komposisi PNS Sekretariat Berdasarkan Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH (ORANG)
1 v 75
2 i 243
3 Il 43
4 | 1

TOTAL 362
Tabel 2.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

NO ESELON JUMLAH (ORANG)
1 | 1
2 Il 12
3 i 13
4 v 25
5 Staf 319

TOTAL 362
Tabel 2.4
Komposisi PNS Sekretatriat Daerah Berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH (Orang) PERSEN
1 S3 2 1%

2 S2 95 26%

3 S1 191 53%

4 D3 11 3%

5 SMA/SMK 60 17%

6 SMP 2 1%

7 SD 1 0%

TOTAL 362 100%
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Tabel 2.5
Komposisi Non ASN Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO PENDIDIKAN JUMLAH (Orang) PERSEN

1 s3 0 0%

2 S2 17 3%

3 s1 240 44%

4 D3 22 4%

5 SMA/SMK 247 45%

6 SMP 15 3%

7 SD 9 2%
TOTAL 570 100%

Tabel. 2.6

Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO KODE BARANG JENIS BARANG SATUAN KONDISI JUMLAH
1.3.2.05.002.001.031 | Kursi Tamu Unit Baik 48

2 1.3.2.05.003.001.008 | Meja Kerja Pegawai Unit Baik 134
Non Struktural

3 1.3.2.05.002.006.008 | Sound System Unit Baik 60

4 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal Unit Baik 15
Tape Recorder (Alat

5 1.3.2.05.002.006.004 | Rumah Tangga Unit Baik 3
Lainnya ( Home Use)

6 1.3.2.05.002.006.007 | Loudspeaker Unit Baik 7

7 1.3.2.02.001.003.002 | Pick Up Unit Baik 1

8 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon Unit Baik 71
Mini Bus

9 1.3.2.02.001.002.003 | ( Penumpang 14 Unit Baik 11

Orang Kebawah )

10 1.3.2.02.001.001.002 | Jeep Unit Baik 1
11 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat Unit Baik 62
12 1.3.2.05.002.001.013 | Meja Podium Buah Baik 6
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NO KODE BARANG JENIS BARANG SATUAN KONDISI JUMLAH
13 | 1.3.2.02.001.002.001 | Bus(Penumpang 30 Unit Baik 3
Orang)
Micro Bus :
14 1.3.2.02.001.002.002 Buah Baik 4
(Penumpang 15)
15 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor Buah Baik 108
16 1.3.2.06.002.001.006 | Handy Talky (HT) Buah Baik 12
17 1.3.2.05.002.006.013 | Megaphone Buah Baik 1
18 1.3.2.05.002.001.032 | Kursi Putar Buah Baik 141
19 1.3.2.05.002.001.050 | Meubeleurlainnya Buah Baik 9
20 1.3.2.05.002.006.020 | Stabilisator Unit Baik 1
21 1.3.2.05.002.007.001 Alat Unit Baik 9
e ) ) Pemadam/Portable
22 1.3.2.05.001.004.007 | Brandkas Buah Baik 4
23 1.3.2.05.002.001.033 | Kursi Biasa Buah Baik 4
24 1.3.2.06.002.001.003 | Pesawat Telephone Buah Baik 21
25 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es Unit Baik 14
26 1.3.2.05.002.006.027 | Alat Hiasan Buah Baik 3
Alat Rumah Tangga .
27 1.3.2.05.002.006.077 Lain-lain Buah Baik 97
28 | 1.3.2.05.003.001.004 | MeiaKerjaPejabat Unit Baik 4
Eselon Il
29 1.3.2.05.002.001.012 | Meja Telepon Unit Baik 14
30 1.3.2.05.003.002.011 | Meja Tamu Biasa Unit Baik 9

15 | BAB Il



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO KODE BARANG JENIS BARANG SATUAN KONDISI JUMLAH
31 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit Unit Baik 216
32 1.3.2.02.001.003.001 | Truck + Attachmen Unit Baik 1
33 1.3.2.05.001.004.004 | Rak Kayu Unit Baik 99
34 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu Unit Baik 51
Mesin Penghisap

35 1.3.2.05.002.003.001 | Debu/Vacuum Unit Baik 2
Cleaner

36 1.3.2.05.002.004.007 | Exhause Fan Unit Baik 2

37 1.3.2.05.002.006.044 | Lambang Instansi Unit Baik 5
Micro Bus

38 1.3.2.02.001.002.002 | (Penumpang 15 S/D Unit Baik 4
29 Orang)

39 1.3.2.02.001.001.001 | Sedan Unit Baik 6
Mesin Hitung . .

40 1.3.2.05.001.002.003 Elektronik/Calculator Unit Baik 12

41 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi Unit Baik 84

42 1.3.2.05.001.005.023 | Overhead Projector Unit Baik 15

43 1.3.2.05.002.001.036 | Kursi Lipat Buah Baik 1

44 1.3.2.08.003.012.002 | Bendera Merah Putih Buah Baik 4
Kendaraan Bermotor

45 1.3.2.02.001.003.007 | Angkutan Barang Unit Baik 1
Lainnya (Dst)

46 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam Stel Baik 3

47 1.3.2.06.001.002.105 | Layar Film/Projector Buah Baik 17

48 1.3.2.05.001.004.002 | Lemari Kayu Buah Baik 38
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NO KODE BARANG JENIS BARANG SATUAN KONDISI JUMLAH
49 1.3.2.05.001.004.027 | Lemari Kaca Buah Baik 8
50 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi Buah Baik 37
51 1.3.2.05.001.002.001 | Mesin Hitung Manual Unit Baik 2
52 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book Buah Baik 87
53 1.3.2.05.001.005.024 | Hand Metal Detector Buah Baik 3
54 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split Buah Baik 106
55 1.3.2.06.002.001.001 | Telephone (PABX) Buah Baik 14
56 1.3.2.06.002.001.010 | Facsimile Buah Baik 3
Alat Komunikasi

57 1.3.2.06.002.001.022 | Telephone Lainnya Buah Baik 3
(Dst)
Generator Set (Lab .

58 1.3.2.08.002.005.001 Scale) Buah Baik 1
Scanner (Peralatan .

59 1.3.2.10.002.003.004 Personal Komputer) Buah Baik 12

60 | 1.3.2.05.001.003.011 | Mesin Fotocopy Buah Baik 3

e ) ) Lainnya

61 1.3.2.05.001.004.002 | Lemari Kayu Buah Baik 5

62 | 1.3.2.05.001.005.010 | ~latPenghancur Buah Baik 5
Kertas

63 | 1.3.2.05.002.003.003 | Mesin Pemotong Buah Baik 4
Rumput

64 1.3.2.05.002.004.006 | Kipas Angin Stel Baik 4

65 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic Stel Baik 13
Printer (Peralatan . .

66 1.3.2.10.002.003.003 Personal Komputer) Unit Baik 214
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NO KODE BARANG JENIS BARANG SATUAN KONDISI JUMLAH
67 1.3.2.03.001.006.001 | Mesin Gergaji Unit Baik 2
68 | 1.3.2.05.002.001.048 | Sofa Buah Baik 6
69 | 1.3.2.05.002.002.003 | Jam Elektronik Buah Baik 24
70 | 1.3.2.05.002.005.002 | KomporGas (Alat Buah Baik 1
Dapur)

71 1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser Buah Baik 12
Kursi Kerja

72 1.3.2.05.003.003.001 | Menteri/Gubernur/Bup Buah Baik 24
ati/Walikota

73 | 1.3.2.08.003.004.066 | A3t Peraga Prakiek Unit Baik 5
Sekolah

74 | 1.3.210.002.003.003 | Printer (Peralatan Buah Baik 214
Personal

75 1.3.2.03.001.003.001 | Battery Charge Buah Baik 1

76 | 1.3.2.05.001.005.005 | White Board Buah Baik 7

77 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi Unit Baik 2

78 1.3.2.05.002.001.014 | Meja Resepsionis Unit Baik 7
Meja Kerja Pejabat
Eselon I/Wakil . .

79 | 1.3.2.05.003.001.002 Gubernur\Wakil Unit Baik 5
Bupati/Wakil Walikota

80 | 1.3.2.06.002,001.022 | AlatKomunikasi Unit Baik 3
Telephone

81 | 1.3.2.06.002.006.007 | AlatKomunikasi Unit Baik 1
Sosial Lainnya (Dst)
Kursi Rapat Ruangan

82 1.3.2.05.003.004.004 | Rapat Pejabat Eselon Unit Baik 17
Il

83 | 1.3.2.06.001.001.048 | Jninterruptible Power Unit Baik 17
Supply
Alat Komunikasi

84 1.3.2.06.002.002.004 | Radio Ssb Lainnya Unit Baik 5
(Dst)
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NO KODE BARANG JENIS BARANG SATUAN KONDISI JUMLAH
85 1.3.2.05.002.006.017 | Mic Conference Unit Baik 5
86 | 1.3.2.05.003.003.005 | KUrsiKerjaPejabat Unit Baik 11

Eselon Il
alat komunikasi sosial . .
87 1.3.2.06.002.006.007 lainnya (dst) Unit Baik 1
88 | 1.3.2.01.003.004.005 | Electric generating set Unit Baik 1
lainnya (dst
89 1.3.2.05.002.006.012 | Wireless Buah Baik 8
90 1.3.2.05.002.001.048 | Sofa Stel Baik 6
91 1.3.2.05.002.002.003 | Jam Elektronik Buah Baik 24
92 1.3.2.05.002.004.007 | Exhause Fan Buah Baik 2
Kompor Gas (Alat .
93 1.3.2.05.002.005.002 Dapur) Buah Baik 2
Kursi Kerja
94 1.3.2.05.003.003.001 | Menteri/Gubernur/ Stel Baik 24
Bupati/Wa likota
95 1.3.2.07.001.012.019 | Exercise Treadmil Unit Baik 1
96 1.3.2.07.002.004.001 | Sepeda Statis Buah Baik 1
97 1.3.2.18.001.002.001 | Rambu Jalan Unit Baik 1
98 1.3.2.05.001.005.012 | Mesin Absensi Unit Baik 4
99 | 1.3.2.05.001.005.003 | "apanVisual/Papan Buah Baik 2
Nama

100 | 1.3.2.05.002.001.024 | Meja 1/2 Biro Stel Baik 65

101 | 1.3.2.05.002.001.026 | Sketsel Stel Baik 1

102 | 1.3.2.05.002.001.027 | Meja Makan Besi Stel Baik 3
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NO KODE BARANG JENIS BARANG SATUAN KONDISI JUMLAH

103 | 1.3.2.05.002.006.059 | Gordyin/Kray Unit Baik 3

104 | 1.3.2.05.002.006.069 | Lampu Buah Baik 4
Alat Pemadam .

105 1.3.2.05.002.007.017 Kebakaran lainnya Buah Baik 1

106 | 1.3.2.05.003.001.000 | MeiaKerja Pejabat Stel Baik 50
lain-lain

107 | 1.3.2.05.003.004.007 | Kurs' RapatRuangan Stel Baik 5
Rapat Staf

108 | 1.3.2.05.003.004.008 | Kursi Rapat Pejabat Stel Baik 2
lainnya

109 | 1.3.2.05.003.005.008 | Kursi Hadap Depan Unit Baik 1
Meja Kerja lainnya

110 1.3.2.08.007.002.046 | Air Purlier Unit Baik 1

111 1.3.2.17.001.019.004 | Jet Pump Unit Baik 3

112 | 1.3.2.05.002.001.011 | Meja Ketik Unit Baik 1

113 | 1.3.2.06.001.001.059 | Power Amplifier Unit Baik 1

114 | 1.3.2.05.002.006.015 | Microphone Floor Stel Baik 1
Stand

115 | 1.3.2.01.003.005.013 | pompa lainnya (dst) Stel Baik 12

116 | 1.3.2.05.002.001.045 | Nakas Buah Baik 1
Gambar Presiden/ . .

117 | 1.3.2.05.002.006.029 Wakil Presiden Unit Baik 1

118 1.3.2.10.01.02.02 Laptop Unit Baik 18

119 1.3.2.05.02.01.30 Kursi Rapat Unit Baik 121

120 1.3.2.10.02.01.06 CPU Unit Baik 2
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Tahun 2024-2026

NO KODE BARANG JENIS BARANG SATUAN KONDISI JUMLAH

121 1.3.2.10.02.03.02 Monitor Unit Baik 10

122 1.3.2.05.01.04.11 Rotary Filing Unit Baik 1

123 1.3.2.05.02.01.03 Kursi Besi/Metal Unit Baik 71

124 1.3.2.05.03.0304 | KursiKerjaPejabat Unit Baik 2
Eselon Il

125 1.3.2.05.03.0306 | KursiKerjaPejabat Unit Baik 26
Eselon IV

126 1.3.2.05.03.03.08 | KursiKerjaPegawai Unit Baik 129
Non Struktural
Kursi Tamu di

127 1.3.2.05.03.06.04 Ruangan Pejabat Unit Baik 2
Eselon Il

128 | 13205030707 | -emarBukuArsip Unit Baik 8
untuk Arsip Dinamis

129 1.3.2.09.02.01.11 Target Drone Unit Baik 3

130 1.3.5.01.01.04.05 Buku Umum/Hukum Unit Baik 117

131 1.3.5.01.01.05.01 Software Unit Baik 2

132 02.05.01.05.77 Papan Pengumuman Unit Baik 3
Alat Kantor

133 02.05.01.05.88 Lainnya/Perkakas Unit Baik 8
Kantor

134 02.05.02.01.04 Kursi Kayu Unit Baik 5

135 02.05.02.06.23 Tustel Unit Baik 6

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali periode jangka

menengah RENSTRA Tahun 2024-2026 dapat diketahui bahwa capaian kinerja

Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA tahun 2018-2023 menurut

Indikator Kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7
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Tabel 2.7

Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian
Tahun ke-

Rasio Capaian
pada Tahun ke-

2024 2025

2026

(2021)

(2021)

@

@

©)

@)

©)

(6) @

®

©

(10)

Misi 11 : Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan

Nilai-Nilai

1

Persentase
Tindaklanjut
Kebijakan
Strategis yang
mendukung
Pengembangan
Budaya Spiritual

100%

100% 100%

100%

N/A

N/A

Persentase kebijakan
perekonomian yang
ditindaklanjuti

100% 100%

100%

100%

100%

Misi 22 : mengembangkan sistem tata ke

menin

gkatkan pelayanan publik terpadu

lola pemeri
yang cepat

ntahan dae
, pasti dan

murah

rah yang efektif, terbuka, transp

aran, akuntabel dan

bersih serta

1

Persentase
Perpustakaan yang
Tertangani dengan
Baik

56% 58%

60%

51%

100%

Nilai Evaluasi
Kearsipan

63

65

61

100%

Persentase Lembaga
Pemerintah,
Organisasi dan
Masyarakat yang
Tertib Arsip

100% 100%

100%

50%

100%

Persentase Fasilitasi
dan Koordinasi
Hukum yang
diselesaikan dalam
rangka Kepastian
Hukum

100% 100%

100%

100%

100%

Nilai Evaluasi
Manajemen Kinerja
pada Biro Umum dan
Protokol Setda
Provinsi Bali

80,5 81

81,5

88

100%

Persentase
Perangkat Daerah
yang Reformasi
Birokrasinya baik
Indeks
Pembangunan
Literasi Masyarakat

87% 89%

91%

81%

100%
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Persentase
Realisasi
Capaian SPM
Provinsi Bali

70

75

78

N/A

N/A

Indeks Tata Kelola
Kinerja Pengadaan
Barang/Jasa minimal
Baik

90%

95%

95%

85%

85%

Persentase
Pengadaan
Barang/Jasa melalui
Sistem Pengadaan
Barang/Jasa Secara
Elektronik (SPSE)

100%

100%

100%

100%

100%

10

Persentase Deviden
terhadap Pendapatan
Asli Daerah

5.5%

6%

6%

5%

5%
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2.4

Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang

merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur

serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan

adalah sebagai berikut :

1

7.
8.
)

Meningkatkan efisiensi dan efetikvitas kelembagaan secara proposional dalam
perumusan kebijakan umum meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial,
perekonomian dan pembangunan serta administrasi;

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perumusan dan penyelenggaran kebijakan
strategis program, kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi;

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/ prosedur
dalam sistem manajemen pemerintahan;

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama daerah dan luar negeri;
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian capaian kinerja kegiatan, sarana
dan prasarana infrastruktur yang mumpuni untuk menopang pertumbuhan
perekonomian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan strategis;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang
lebih transparan akuntabel dan berkeadilan;

Mengembangkan ekonomi kreatif dan membina BUMD;

Mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama;

Menata Produk hukum daerah;

10. Meningkatkan budaya taat hukum;

11. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang baik kebutuhan masyarakat maupun

Pemerintah Daerah.
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Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Realisasi Anggaran Rasio Antara
Anggaran Pada Tahun ke- 99 Realisasi dan Rata—Rata Pertumbuhan
. Pada Tahun ke-
Uraian Anggaran Tahun ke-
2024 2025 2026 2021 2021 Anggaran Realisasi
() 2 3) 4 ®) (6) ) 8)

Egggeme”maha” dan 8.160.640.000 8.964.450.000 10.320.600.000 26.698.831.489 93.19% 28.651.028.565 26.698.831.489
Biro Pengadaan

Barang/Jasa dan 4.086.974.360 4.495.671.796 4.945.23975 16.504.401.214 87.97% 11.757.626.801 10.343.499.429
Perekonomian

Biro Hukum 5.932.037.699 5.991.358.076 6.051.271.649 5.195.726.240 91.99% 5.647.862.144 5.195.726.240
Biro Organisasi 2.897.548.700 3.187.303.570 3.506.033.927 5.936.287.034 83,85% 7.079.136.135 5.936.287.034
Biro Umum dan Protokol 93.318.670.606 97.984.624.135 102.883.834.342 83.482.129.916 87,99% 83.482.129.916 73.462.912.062
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BAB Il
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu
pimpinan Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Bali bertugas membantu
Gubernur Bali dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Sekretariat Daerah untuk Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas
usulan Gubernur. Sekratriat Daerah Provinsi Daerah Bali dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang
masing-masing Asisten terdiri dari 3 Biro sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sekretariat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Permasalahan pembangunan Provinsi Bali.
2. Dinamika Internasional, Nasional dan Regional yang mempengaruhi
pembangunan Provinsi Bali.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan
Provinsi Bali.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi Bali yang antara lain terdiri
dari RPJPD dan RPJMD Provinsi Bali.

5. Pemulihan Ekonomi Provinsi Bali.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada
Tabel 3.1.
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Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Faktor yang Mempengaruhi

Aspek Kajian | Capaian/Kondi Standar Permasalahan
si Saat ini yang Pelayanan PD
digunakan Internal Eksternal
1 2 3 4 5 6

Gambaran Pelayanan Setda :

1. Kebijakan Belum ada Belum ada SDM Sumber Belum dapat
ukuran kualitas permasalahan mengukur
kebijakan yang kebijakan keberhasilan
dikeluarkan dari dampak

kebijakan yang
ditetapkan

2. Produk Belum dapat Pedoman SDM Koordinasi Keterbatasan

Hukum yang terpenuhinya pembentuka dengan SDM dalam

mencakup produk hukum n peraturan, Perangkat melayani

kuantitas, yang memenuhi | Peraturan di Daerah kebutuhan
kualitas, kebutuhan baik | tingkat pusat pengusul pendampingan
kejelasan secara dan Program Raperda dan penyusunan
objek hukum kuantitas, Pembentuka DPRD peraturan

kualitas dan n Peraturan

dapat tersusun Daerah

tepat waktu

3.Kelembagaa | - Evaluasi dan - Anggaran Perundang- Data dari

n Penataan Permendagri | Peralatan Undangan Perangkat
Perangkat 99/2018 SDM Kebijakan Daerah yang
Daerah tepat Permenpan Sistem Surat Edaran tidak lengkap
fungsi dan RB 20/2018 pengolahan Koordinasi Kurang respon
ukuran sesuai -Perlem data dukung dengan para dari Perangkat
dengan ukuran LKPP No 5 belum stakeholder Daerah

- Kematangan Tahun 2019 | terintegrasi belum maksimal | Kompentasi
Lembaga tentang secara SDM masih
UKPBJ Level 3 Model menyeluruh belum memadai
(Proaktif Pengukuran

Tingkat
Kematangan
Unit Kerja
Pengadaan
Barang/Jasa

4. Penyusunan | Belum mencapai | Belum ada Kurangnya Perangkat Pelaksanaan

Penawaran target yang SDM yang Daerah Teknis kerjasama

Kerjasama ditetapkan Kompeten belum secara masih terbatas

Daerah dalam aktif dalam tataran

penyusunan mendukung administrasi,
proposal materi/konten fasilitasi dan
penawaran yang akan dokumentasi

dimasukan

dalam

penawaran

kerjasama

5. Kualitas Masih Pelayanan Adanya Belum adanya Kurang

Layanan diperlukan kedinasan personil baru, | peraturan optimalnya

Keprotokolan peningkatan dan intensitas turunan/teknis pelayanan
pemahaman keprotokolan | kerja yang tentang administrasi dan
terhadap yang sangat tinggi keprotokolan, kedinasan
pelayanan diberikan belum pimpinan serta
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adminstrasi, selama ini pahamnya bagian secara
pelayanan masih audiens umum dan
kedinasan berdasar mengenai kurang
pimpinan dan kebiasaan aturan optimalnya
aturan-aturan yang telah keprotokolan pelayanan
keprotokolan dijalani kedinasan
selama ini pimpinan dan
dan keprotokolan
berdasarkan
masukan
6. Pengendalian| Realisasi fisik - Realisasi Kuantitas - PPTK masih - Keterbatasan
kegiatan kegiatan tidak kegiatan SDM kurang paham SDM dalam
mencapai target | Provinsi - Kompetensi dalam melaksanakan
yang telah - SOP SDM kurang menyusun pengendalian
direncanakan Pengelolaan | memadai perencanaan kegiatan
- sudah disusun | Risiko kegiatan - Pelaksanaan
Risk Register, - Pendidikan pengadaan
Dokumen dan pelatihan barang/jasa
Manajemen belum memadai | kurang
Risiko maksimal dalam
Pengadaan mengelola risiko
Barang/Jasa
dan Laporan
SPPIP
7. Kewajiban Kualitas dan Peraturan - Ketersediaan | Komitmen dari - Validasi dan
Penyusunan ketaatan Pemerintah SDM yang Perangkat Kelengkapan
dan Laporan pelaporan SPM No.2 Tahun memahami Daerah terkait data yang
Realisasi Provinsi Bali 2018 tentang | penyusunan untuk dibutuhkan dari
Capaian SPM Standar laporan mensuplay data | Perangkat
Provinsi Bali Pelayanan Kompetensi yang diperlukan | Daerah
Minimal (SPM) SDM kurang dalam - Pelaksanaan
memadai penyusunan pelaporan
laporan belum kurang
memadai maksimal dalam
mengelola
laporan
8. Kewajiban Sudah disusun Hasil SDM kurang Adanya mutasi
Penyusunan dengan baik Evaluasi ASN
Laporan SAKIP
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Provinsi Bali
9. Batas Patok dan Peremendag | Kegiatan Pathok batas Koordinasi yang
Daerah Papan Batas ri No. 4 Sosialiasasi wilayah belum optimal
Kabupaten masih kurang Tahun 2012 Pathok dan dipasang oleh
dan Kota di terpelihara papan batas Pemerintah
Provinsi Bali dengan baik wilayah Provinsi Bali
10. Urusan UU No. 23 Koordinasi Komitmen Belum terbitnya
Pelaksanaan Pemerintahan Tahun 2014 | dengan Pemerintah Peraturan
urusan Daerah yang tentang Pemerintah Pusat dalam Pemerintah
pemerintahan | menjadi Pemerintaha | Pusat belum melaksanakan terkait dengan
yang menjadi kewenangan n Daerah optimal UU No. 23 petunjuk
kewenangan Pemerintah Tahun 2014 pelaksanaan
Pemerintah Provinsi Bali urusan yang
Provinsi Bali belum dapat menjadi
dilaksanankan kewenangan
sesuai peraturan Pemerintah
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perundangan Daerah dan
belum adanya
kesamaan
persepsi terkait
pelaksanaan UU
No. 23 Tahun
2014
Regulasi Fasilitasi Peraturan Ketidakjelasan | Tingginya Tindak
tentang kehidupan Bersama tugas dan permohonan Tingginya
kehidupan bergama Menteri fungsi fasilitasi permohonan
beragama Agama dan kegiatan fasilitasi
Menteri keagamaan dan | kegiatan
Dalam aliran keagamaan dan
Negeri No. 9 kepercayaan aliran
Tahun 2006 kepercayaan
3.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, beberapa permasalahan/isu-isu/kendala yang harus

mendapat penanganan, sebagai berikut :

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan, meliputi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali, meliputi:

a. Belum optimalnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali;

b. Masih adanya potensi sengketa batas wilayah;

c. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan

potensi daerah.

2. Belum optimalnya pelaksanaan Srada dan Bhakti di kalangan Krama Bali.

Biro Umum dan Protokol, meliputi sebagai berikut;

1. Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat;

2. Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan

pengelola sistem e-office, keuangan dan BMD/Aset;

Belum memadai tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing;

Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip, dan

Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

di bidang kearsipan.

Biro Hukum, meliputi sebagai berikut:

1. Kualitas perancangan dan pelayanan produk hukum daerah belum optimal;

2. Pelayanan aksesbilitasi informasi hukum dan produk hukum daerah belum

optimal;

optimal; dan

Perda dan perkada yang terdampak undang-undang cipta kerja.

Pelayanan dan penanganan kasus-kasus hukum dan pelaporan Ham belum
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IV.  Biro Organisasi, meliputi sebagai berikut:
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal;
Tata kelola pemerintahan belum optimal;
Pelayanan publik belum optimal; dan

© ® N o

Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya
baca masyarakat.
V.  Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Ekonomi, meliputi sebagai berikut:
1. Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis
Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya dan layanan);
2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik
untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan;
3. Pengadaan barang/jasa pemerintahan berpotensi menjadi salah satu area rawan
korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-40% dari total APBD);
4. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden
terhadap pendapatan asli daerah;
Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah; dan

Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelaporan pembangunan daerah.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,
kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan
pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,
diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan
pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah
adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam
melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang
menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur
kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran
RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan
dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil

yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program biro-biro.
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Tabel. 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Meningkatnya Meningkatnya Persentase % N/A 100% 100% 100%
pengembangan Budaya | penyelenggaraan Tindaklanjut Kebijakan
Spiritual di kalangan Bina Mental Spiritual Strategis yang
Masyarakat Bali yang mendukung mendukung
pengembangan Pengembangan
Budaya Spiritual Budaya Spiritual
Meningkatnya Kualitas | Meningkatnya Persentase Perangkat % 81% 87% 89% 91%
Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Daerah yang Reformasi
Sektor Publik Birokrasinya Baik
Terwujudnya Tata Meningkatnya Kualitas Nilai Evaluasi Indeks/ 61 63 64 65
Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Kearsipan Nilai
Yang Baik
Persentase Lembaga % 50% 100% 100% 100%
Pemerintah, Organisasi
dan Masyarakat yang
Tertib Arsip
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Nilai Evaluasi
Manajemen Kinerja di
Biro Umum dan
Protokol Setda Provinsi
Bali

Nilai

8l

80,5

81

81,5

Persentase Fasilitasi
dan Koordinasi Hukum
yang Diselesaikan
Dalam Rangka
Kepastian Hukum

%

100%

100%

100%

100%

Persentase
Perpustakaan yang
Tertangani dengan Baik

%

51%

56%

58%

60%

Meningkatnya Kualitas
Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

Persentase Realisasi
Capaian SPM Provinsi
Bali

%

N/A

70

75

78
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Membantu Kepala
Daerah Melalui
Sekretaris Daerah
Dalam Penyusunan
Kebijakan, Pembinaan
dan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa|

Serta Perekonomian,

Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Sumber Daya Alam,
Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD) dan Administrasi
Pembangunan di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali

Terwujudnya Kinerja Indeks Tata Kelola Indeks 85 90 95 95
Pengadaan Kinerja Pengadaan

Barang/Jasa Barang/Jasa Minimal

Pemerintah yang Baik

Menghasilkan Value

For Money

Terwujudnya Persentase Kebijakan % 100% 100 100 100
Perekonomian Bali Perekonomian yang

yang Beradaya Saing Ditindaklanjuti

dan Berkelanjutan

Serta Meningkatkan Persentase % 76% 87 100 100

Tertib Administrasi
Pembangunan

Rekomendasi yang
ditindaklanjuti sesuai
dengan Ketentuan yang
Berlaku
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4.1.2 Cascading

Cascading merupakan suatu gambaran yang merepresentasikan sesuatu yang
disusun dan dialirkan secara menurun. Didalam kaitanyya denga kinerja, cascading
diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi
kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarki. Hal pertama yg
perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan strategis Perangkat Daerah dengan
memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai core bissines Perangkat Daerah
terkait. Tujuan strategis ini yang juga dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah.

Cascading disusun setelah memetakan pohon kinerja sesuai dengan struktur
organisasi. Cascading merupakan proses penjabaran Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertical dan horizontal yang bertujuan
untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Berikut bentuk cascading biro-biro pada

Sekretariat Daerah, antara lain (terlampir).
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan
strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Strategiadalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan
daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada
tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah,
rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan
dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu,
strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan
operasional dari upaya- upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerabh.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah
yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan
merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada
prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerabh.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat

Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:

36 | BAB V



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tabel 5.1.

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Tujuan

Sasaran

Stategi

Arah Kebijakan

1. Terwujudnya tata
kehidupan Krama Bali
berdasarkan nilai-nilai
Sad Kerthi

1. Meningkatnya kualitas tata kehidupan
Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi

Optimalisasi peran Lembaga
Keagamaan dan Penerapan Nilai-nilai
Falsafah Sad Kerthi

. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-nilai

Falsafah Sad Kerthi

Fasilitasi dan pemberian bantuan
(subsidi) untuk pelaksanaan upacara
Pitra Yadnya bagi seluruh Krama Bali
dan bantuan sarana peribadatan Pura
(Sad Kahyangan, Dang Kahyangan,
Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa

. Evaluasi capaian kebijakan Kebijakan bidang

Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non
Pelayanan Dasar

2. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

Penataan Sistem Tata Kelola
Pemerintahan yang terintegrasi

. Efektifitas Penyelenggaraan SPM Provinsi Bali

3. Meningkatkan kebijakan
penyelenggara pemerintah
yang berkualitas

3. Meningkatnya kualitas kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan.

Penataan peraturan perundang-
undangan dan pelayanan hukum

. Meningkatkan kualitas penyusunan Peraturan

Perundang-undangan

. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD

. Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum

dan penyelesaian sengketa hukum

. Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia

. Meningkatkan pembinaan masyarakat

sadar hukum
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6. Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Daerah

4. Membantu Kepala 4. Terwujudnya kinerja pengadaan Peningkatan Pelayanan Pengadaan 1.Meningkatkan fungsi pengelolaan pengadaan
Daerah melalui Sekretaris barang/jasa pemerintah yang menghasilkan Barang/Jasa barang/jasa untuk meningkatkan kinerja pengadaan
Daerah dalam penyusunan value for money barang/jasa yang tepat waktu, kualitas, harga dan
kebijakan, pembinaan dan penyedia serta pengembangan katalog lokal dalam
pelayanan pengadaan mendukung peningkatan perekonomian dan
barang/jasa serta pembangunan yang berkualitas.

perekonomian, sumber daya
alam, Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD), dan administrasi
pembangunan di

2.Meningkatkan fungsi pembinaan dan advokasi untuk
mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui
penguatan kelembagaan dan pemenuhan serta
peningkatan profesionalisme dan komptensi SDM

Lingkungan Pemerintah pengadaan.
Provinsi Bali 3.Meningkatan fungsi pengelolaan pelayanan
pengadaan

barang/jasa secara elektronik melalui pemenuhan
standar LPSE, dan pengembangan manajemen
informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan
kepuasan pelanggan internal dan eksternal.

Terwujudnya perekonomian Bali yang Terselenggaranya fasilitasi kebijakan 1.Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok,

beradaya saing dan berkelanjutan serta bidang perekonomian dan percepatan akses keuangan daerah dan pemanfaatan

meningkatkan tertib administrasi pembangunan daerah sesuai sumber daya alam

pembangunan ketentuan 2.Pengendalian tata kelola dan pelayanan BUMD dan
BLUD

3.Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah
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5. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik.

5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor
Publik

Membangun Sarana Prasarana
Pelayanan Publik yang Terintegrasi
anatar Instansi Lembaga
Pemerintahan Daerah.

. Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai

dengan kompetensinya

6. Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Pemerintahan

6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik.

Membangun Sistem Tata Kelola yang
Terintegrasi

. Pelayanan Publik terselenggara dengan cara — cara

yang efisien,efektif dan transparan.

Terwujudnya kualitas pelayanan
Sekretariat Daerah

. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang

IT dan keuangan / Aset

. Meningkatnya tenaga keprotokolan

Terwujudnya arsip lembaga
pemerintahan, organisasi masyarakat
yang dikelola sesuai NSPK

. Optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap

arsip
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025.
Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berdasarkan
Permendagri tersebut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di susun oleh masing-masing

Perangkat Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan
secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi
pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil)
adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka
menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil
lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator
outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam
bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan

memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator  kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non
fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari
suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis
apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator
keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila
indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
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Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan)
pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun
perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode

perencanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan sebagaimana

dituangkan pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :
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Tabel T-C.27.

Provinsi Bali

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. L Data Capaian Unit Kerja
5 ] lndllé)atOF Kinerja pada Tahun Kondisi Kinerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran f}ggf?n: an o tVOQVamd Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
egiatan K(e liJaf;nnzg)utaSt) Perencanaan Perangkat Daerah Penanggung
g P (2021) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(@) ) (©) 4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12 (13) (14) (15)
Meningkatkan tata | Meningkatnya Program Persentase N/A 70% 1.760.420.000 75% 1.820.460.000 78% 1.960.456.000 78% 2.854.600.000 Biro Bali
kelola kualitas kinerja Pemerintahan Realisasi Capaian Pem.Kesra
pemerintahan Penyelenggaraan | dan Otonomi SPM Provinsi Bali
yang baik Pemerintahan dan | Daerah
Otonomi Daerah
Program Nilai Manajemen 80 82 2.325.840.000 82 2.468.540.000 83 2.516.648.000 83 3.430.620.000
Penunjang Evaluasi Kinerja
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi Bali
Meningkatnya Meningkatnya Program Persentase N/A 100% 4.074.380.000 | 100% | 4.675.450.000 | 100% | 5.843.496.000 100% | 6.650.850.456
Pengembangan penyelenggaraan | Kesejahteraan T'“g_akllamu‘
Budaya Bina Mental Rakyat ge fjaxan
o ) o trategis yang
Spriritual di Spiritual yang mendukung
Kalangan mendukung Pengembangan
Budaya Spiritual
Masyarakat Bali pengembangan
Budaya Spiritual
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Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Umum dan Protokol
Provinsi Bali
Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. L Capaian Unit Kerja
oroaram dan | T otor KInerja | pada Tahun Kondisi Kinerja pada | Perangkat
Tujuan Sasaran Kg iatan (Outco?ne) dan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
g ] Perencanaa Perangkat Daerah Penanggung
Kegiatan (output)
n Jawab
2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
@ @ (©) (&) ©®) (6) ) ®) (€) (10) 1y 12 13 14 (15
Meningkatnya Terwujudnya Program - Nilai Evaluasi 61 63 598.708.774 64 628.644.212 65 660.076.423 65 1.887.429.40 Biro Denpasar
kualitas Tata tata kelola Pengelolaan Kearsipan 50% 100% 100% 100% 100% 9 Umum
Kelola pemerintahan Arsip - Persentase dan
pemerintahan yang baik Lembaga Protokol
Pemerintah,
Organisasi dan
Masyarakat yang
Tertib Arsip
Kegiatan Terwujudnya 100% 100% 275.482.192 100% 289.256.301 | 100% 303.719.116 | 100% 868.457.609
Pengelolaan Penataan Arsip
Arsip Dinamis
Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Naskah 250 Box 1.000 275.482.192 100% 289.256.301 | 100% 303.719.116 | 100% 868.457.609
Pemeliharaan Dinas yang Berkas
dan Dilakukan
Penyusutan Pemeliharaan
Arsip Dinamis dan Penyusutan
Kegiatan Nilai Reformasi 21% 21% 323.226.582 100% 339.387.911 | 100% 356.357.307 | 100% 1.018.971.80
Pengelolaan Birokrasi Aspek 0
Simpul Pelayanan Publik
Jaringan dalam
Sistem
Informasi
Kearsipan
Nasional
Tingkat Provinsi
Sub Bagian Jumlah Layanan 4 Kali 400 42.796.110 100% 44.935.916 | 100% 47.182.711 | 100% 134.914.737
Penyediaan Penyediaan Layanan Pengguna
Informasi, Informasi, Akses Arsip
Akses Dan dan Layanan 400
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Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. S Capaian Unit Kerja
Program dan Ind”??artoogrrzrlrr\]e”a padaTahun Kondisi Kinerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran ] Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
Kegiatan (Qutcome) dan | porencanaa Perangkat Daerah  |Penanggun
Kegiatan (output) n g ggung
Jawab
2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
@ @ (©) (&) ©®) (6) ) ® ©) (10 1y (12 (13 14 (15

Layanan Kearsipan Pengguna
Kearsipan Tingkat Daerah Arsip
Tingkat Provinsi Melalui
Daerah JIKN
Provinsi
Melalui JIKN
Sub Bagian Jumlah Laporan 30 Pengelola 45 280.430.473 100% 194.451.996 | 100% 309.174.595 | 100% 884.057.063
Pemberdayaa Hasil Arsip Laporan
n Kapasitas Pemberdayaan 35 Dokumen
Unit Kearsipan | Kapasitas Unit
Dan Lembaga Kearsipan dan
Kearsipan Lembaga
Daerah Kearsipan
Provinsi Daerah Provinsi
Program Nilai Evaluasi 82 82 92.719.961.8 83 97.355.959.9 83 102.223.757.92 83 292.299.679.67
Penunjang Manajemen 32 24 0 5
Urusan Kinerja pada Biro
Pemerintahan Umum dan
Daerah Protokol Setda
Provinsi Provinsi Bali
Kegiatan Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 727.390.921 | 12 Bulan 763.760.467 |12 Bulan 801.948.490 |12 Bulan| 2.293.099.87
Perencanaan, Perencanaan 8
Penganggaran Penganggaran
, Dan Evaluasi dan Evaluasi
Kinerja Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 6 6 763.760.467 6 801.948.490 6 2.293.099.87
Penyusunan Perencanaan Dokumen 727.390.921 |Dokumen Dokume Dokume 8
Dokumen Perangkat n n
Perencanaan Daerah
Perangkat
Daerah
Kegiatan Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 772.562.923 | 12 Bulan 811.191.069 (12 Bulan 851.750.622 6 2.293.099.87
Administrasi Administrasi Dokume 8
Keuangan Keuangan n
Perangkat Perangkat
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Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. S Capaian Unit Kerja
Program dan Ind”f;toorrl;':e”a pada Tahun Kondisi Kinerjapada | Perangkat
Tujuan Sasaran gre 9 Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan
. Perencanaa Perangkat Daerah Penanggung
Kegiatan (output)
n Jawab
2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
@ @ (©) (&) ©®) (6) ) ® ©) (10 1y (12 (13 14 (15

Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 12 Laporan 12 772.562.923 12 811.191.069 12 851.750.622 12 2.435.504.61
Pelaksanaan Penatausahaan Dokumen Dokumen Dokume Dokume 3
Penatausahaa | dan n n
nDan | Pengujian/Verifik
Pengujian/Veri asi Keuangan
fikasi SKPD
Keuangan
SKPD
Kegiatan Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 529.887.670 | 12 Bulan 560.382.054 |12 Bulan 584.201.156 |12 Bulan| 1.670.470.88
Administrasi Administrasi 0
Barang Milik Barang Milik
Daerah Pada Daerah pada
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan 21 Laporan 21 529.887.670 21 560.382.054 21 584.201.156 21 1.670.470.88
Penatausahaa | Penatausahaan Laporan Laporan Laporan Laporan 0
n Barang Milik Barang Milik
Daerah Pada Daerah pada
SKPD SKPD
Kegiatan Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 19.145.280.4 | 12 Bulan 20.102.544.4 |12 Bulan| 21.107.671.721 |12 Bulan| 30.355.496.6
Administrasi Administrasi 73 96 90
Umum Umum Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Paket 2 Paket 2 Paket 702.381.645 | 2 Paket 737.500.727 | 2 Paket 774.375.764 | 2 Paket 2.214.258.13
Penyediaan Komponen 6
Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Peneranga
Listrik/Penera n Bangunan
ngan Kantor yang
Bangunan Disediakan
Kantor
Sub Kegiatan Jumlah Paket 4 Paket 4 Paket 2.672.674.21 | 4 Paket 2.806.307.93 | 4 Paket 2.946.623.326 | 4 Paket 8.425.605.47
Penyediaan Peralatan dan 9 0 5
Peralatan Dan Perlengkapan
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Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. S Capaian Unit Kerja
Program dan Indllfae:toorrzmerja padaTahun Kondisi Kinerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran 9ra 9 Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perencanaa P
. erangkat Daerah Penanggung
Kegiatan (output)
n Jawab
2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
@ @ (©) (&) ©®) (6) ) ® ©) (10 1y (12 (13 14 (15
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 7.278.210.42 12 7.642.120.95 12 8.024.226.998 12 22.944.558.3
Fasilitasi Fasilitasi Laporan 9 | Laporan 0 |Laporan Laporan 7
Kunjungan Kunjungan Tamu
Tamu
Sub Kegiatan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 7.846.872.89 12 8.239.216.53 12 8.651.177.366 12 24.737.266.7
Penyelenggar | Penyelenggaraan Laporan 4 | Laporan 9 |Laporan Laporan 98
aan Rapat Rapat
Koordinasi Koordinasi dan
Dan _ Konsultasi SKPD
Konsultasi
SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 2 Sistem 2 645.141.286 2 677.398.350 2 711.268.267 2 2.033.807.90
Dukungan Dukungan Dokumen Dokumen Dokume Dokume 3
Pelaksanaan Pelaksanaan n n
Sistem Sistem
Pemerintahan Pemerintahan
Berbasis Berbasis
Elektronik Elektronik pada
Pada SKPD SKPD
Kegiatan Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 22.991.367.0 | 12 Bulan 24.140.935.3 |12 Bulan| 25.347.982.149 |12 Bulan| 72.480.284.5
Penyediaan Penyediaan Jasa 28 80 57
Jasa Penunjang
Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 2.111.922.74 12 2.217.518.88 12 2.328.394.831 12 6.657.836.46
Penyediaan Penyediaan Jasa Laporan 9 | Laporan 6 |Laporan Laporan 6
Jasa Komunikasi,
Komunikasi, Sumber Daya Air
Sumber Daya dan Listrik yang
Air Dan Listrik Disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 15.709.916.8 12 16.495.412.7 12 17.320.183.377 12 49.525.513.0
Penyediaan Penyediaan Jasa Laporan 95 | Laporan 40 |Laporan Laporan 1
Jasa Peralatan dan

46 | BAB VI




Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. S Capaian Unit Kerja
Program dan Ind”??artoogrrzrlrr\]e”a padaTahun Kondisi Kinerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran ] Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
Kegiatan (Qutcome) dan | porencanaa Perangkat Daerah  |Penanggun
Kegiatan (output) n g ggung
Jawab
2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
@ @ (©) (&) ©®) (6) ) ® ©) (10 1y (12 (13 14 (15

Peralatan Dan | Perlengkapan
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan 108 Orang 108 5.169.527.38 108 5.428.003.75 108 5.699.403.941 108 16.296.935.0
Penyediaan Penyediaan Jasa Orang 4 | oOrang 4 | Orang Orang 79
Jasa Pelayanan Umum
Pelayanan Kantor yang
Umum Kantor Disediakan
Kegiatan Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 12.985.746.0 | 12 Bulan 13.635.033.3 |12 Bulan| 14.316.785.023 |12 Bulan| 40.937.564.4
Pemeliharaan Pemeliharaan 52 55 30
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
Penunjang Penunjang
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah 141 Unit 141 Unit 7.582.347.01 | 141 Unit 7.961.464.36 |141 Unit 8.359.537.582 [141 Unit| 23.903.348.9
Penyediaan Kendaraan Dinas 4 4 60
Jasa Operasional atau
Pemeliharaan, Lapangan yang
Biaya Dipelihara dan
Pemeliharaan, Dibayarkan Pajak
Pajak Dan dan Perizinannya
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
Atau
Lapangan
Sub Kegiatan Jumlah Sarana 24 Paket 24 Unit 5.403.399.03 | 24 Unit 5.673.568.99 | 24 Unit 5.957.247.440 | 24 Unit 17.034.215.4
Pemeliharaan/ dan Prasarana 9 1 70
Rehabilitasi Gedung Kantor
Sarana Dan atau Bangunan
Prasarana Lainnya yang
Gedung Dipelihara/
Kantor Atau Direhabilitasi
Bangunan
Lainnya
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. S Capaian Unit Kerja
Program dan Ind”??artoogrrzrlrr\]e”a padaTahun Kondisi Kinerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran Kedi Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
egiatan (Qutcome) dan | porencanaa Perangkat Daerah  |Penanggun
Kegiatan (output) n g ggung
Jawab
2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
@ @ (©) (&) ©®) (6) ) ® ©) (10 1y (12 (13 14 (15

Kegiatan Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 6.971.723.25 | 12 Bulan 7.320.309.41 (12 Bulan 7.686.324.889 (12 Bulan| 21.987.357.5
Administrasi Administrasi 6 8 63
Keuangan Keuangan dan
Dan Operasional
Operasional Kepala Daerah
Kepala dan W akil
Daerah Dan
W akil Kepala
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Orang 12 Laporan | 2 Orang/ 6.971.723.25 | 20rang/ | 7.320.309.418 |2 Orang/ 7.686.324.889 [20rang/| 21.987.357.5
Penyediaan yang Menerima Bulan 6 Bulan Bulan Bulan 63
Dana Dana Penunjang
Penunjang Operasional
Operasional Kepala Daerah
Kepala dan Wakil Kepala
Daerah Dan Daerah
Wakil Kepala
Daerah
Kegiatan Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 25.290.158.2 | 12 Bulan | 26.554.666.196 |12 Bulan| 27.882.399.505 |12 Bulan| 79.727.223.9
Fasilitasi Fasilitasi 82 83
Kerumahtangg Kerumahtanggaa
aan n Sekretariat
Sekretariat Daerah
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Paket 12 Laporan | 47 Paket 18.250.039.6 | 47 Paket | 19.162.541.684 |47 Paket| 20.120.668.769 |47 Paket| 57.533.250.1
Penyediaan Kebutuhan 99 52
Kebutuhan Rumah Tangga
Rumah Kepala Daerah
Tangga yang Disediakan
Kepala
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Paket 12 Laporan | 40 Paket 6.716.394.75 | 40 Paket | 7.052.214.493 |40 Paket 7.404.825.218 |40 Paket| 21.173.434.4
Penyediaan Kebutuhan 5 66
Kebutuhan Rumah Tangga
Rumah W akil Kepala
Tangga W akil Daerah yang
Kepala Disediakan
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. S Capaian Unit Kerja
Program dan Ind”f:,?toorrl;':e”a padaTahun Kondisi Kinerjapada | Perangkat
Tujuan Sasaran Kg . 9 Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
egiatan (Outcome) dan Perencanaa P
. erangkat Daerah Penanggung
Kegiatan (output)
n Jawab
2021 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
@ @ (©) (&) ©®) (6) ) ® ©) (10 1y (12 (13 14 (15
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Paket 12 Laporan | 1 Paket 3223.723.827 1 Paket | 339.910.018 1 Paket 356.905.519 | 1 Paket 1.020.539.36
Penyediaan Kebutuhan 5
Kebutuhan Rumah Tangga
Rumah Sekretariat
Tangga Daerah yang
Sekretariat Disediakan
Daerah
Kegiatan Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 758.010.330 | 12 Bulan | 795.910.847 12 Bulan 835.706.389 |12 Bulan| 2.389.627.56
Fasilitasi Fasilitasi Materi 5
Materi Dan dan Komunikasi
Komunikasi Pimpinan
Pimpinan Pimpinan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 758.010.330 12 795.910.847 12 835.706.389 12 2.389.627.56
Fasilitasi Hasil Fasilitasi Laporan Laporan Laporan Laporan 5
Komunikasi Komunikasi
Pimpinan Pimpinan
Kegiatan Terlaksananya 12 Bulan 12 Bulan 2.547.734.89 | 12 Bulan | 2.675.226.643 |12 Bulan 2.808.987.975 |12 Bulan| 8.032.049.51
Fasilitasi Fasilitasi 8 6
Keprotokolan Keprotokolan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 2.547.734.89 12 2.675.226.643 12 2.808.987.975 12 8.032.049.51
Pengelolaan Pengelolaan Laporan 8 | Laporan Laporan Laporan 6
Hubungan Hubungan
Keprotokolan Keprotokolan
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Hukum
Provinsi Bali
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. L Data Capaian Unit Kerja
5 ] lndllé)atOF Kinerja pada Tahun Kondisi Kinerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran f}ggf?m an o f09famd Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
egiatan K(e liJetlf;nnzg)utaSt) Perencanaan Perangkat Daerah Penanggung
g P (2021) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1) ) (©) 4 (5) (6) (7) () (9) (10) (11) (12 (13) 14 (15)

Meningkatnya Meningkatnya Program Persentase 4.423.058. | 100% 4.757.221.740 100% | 5.232.943.914 100% 5.756.238.305 300% 15.746.403.95 | Biro Hukum |Denpasar
Kualitas Kualitas Kebijakan | Fasilitasi dan Fasilitasi dan 674 8
Penyelenggaraa |dibidang Hukum Koordinasi Koordinasi Hukum
n Pemerintahan dan HAM Hukum yang Dihasilkan
yang Efektif dan dalam rangka
Akuntabel dalam Kepastian Hukum
Memberikan
Layanan Publik
yang Berkualitas

Kegiatan Persentase 1.965.140. | 100% 2.350.024.547 100% 2.585.027.002 | 100% 2.843.529.702 300% 7.778.581.251

Fasilitasi Peraturan 398

Penyusunan Perundang-

Perundang- Undangan yang

Undangan ditetapkan dalam

rangka kepastian
hukum

Sub Kegiatan Jumlah Produk 1.359.154. 45 1.404.479.331 45 45 135 4.648.826.586

Fasilitasi Hukum 688 [Dokumen Dokume | 1.544.927.264 |Dokume | 1.699.419.991 | Dokume

Penyusunan Pengaturan yang n n n

Produk Hukum Disusun

Pengaturan

Sub Kegiatan Jumlah Produk 167.905.79 | 1000 218.929.964 1000 | 240.822.960 1000 264.905.256 | 3000 724.658.181

Fasilitasi Hukum Penetapan 2 [Dokumen Dokume Dokume Dokume

Penyusunan yang Disusun n n n

Produk Hukum

Penetapan
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. Lo Data Capaian Unit Kerja
Program dan Ind”;e:toogrzr':e”a pada Tahun Kondisi }_<inerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran Kegi out d Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
eglatan K( u come) dan Perencanaan Perangkat Daerah Penanggung
egiatan (Output) (2021) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(@) (@) (€) (&) (©) (6) () 8 9) (10) (11) (12 (13) (14) (15)
Sub Kegiatan Jumlah Produk 119.628.78 50 262.359.227 50 288.595.149 | 50 317.454.664 150 868.409.041
Pendokumenta | Hukum yang 4 |Dokumen Dokume Dokume Dokume
sian Produk Didokumentasi n n n
Hukum dan dan Dikelola
Naskah Hukum Informasi
Lainnya Hukumnya
Sub Kegiatan Jumlah Produk 318.451.13 | 300 464.256.025 350 510.681.628 | 400 561.749.790 | 1050 1.536.687.443
Fasilitasi dan Hukum 4 |Dokumen Dokume Dokume Dokume
Evaluasi Kabupaten/Kota n n n
Produk Hukum yang Difasilitasi
Kabupaten/Kot dan Dievaluasi
a
Kegiatan Persentase 2.457.918. | 100% 2.407.197.192 100% 2.647.916.912 | 100% 2.912.708.603 100% 7.967.822.707
Fasilitasi fasilitasi bantuan 276
Bantuan hukum yang
Hukum dilaksanakan
Sub Kegiatan Jumlah Masalah 2.107.472. |39 Kasus | 2.159.196.371 42 2.375.116.008 46 2.612.627.609 127 7.146.939.989
Fasilitasi Hukum yang 492 Kasus Kasus Kasus
Penyelesaian Diselesaikan
Masalah
Hukum
Sub Kegiatan Jumlah Masalah 350.445.78 |27 Kasus 248.000.821 29 272.800.903 | 31 300.080.994 87 820.882.718
Fasilitasi Non Litigasi dan 4 Kasus Kasus Kasus
Penyelesaian HAM yang
Masalah Non Diselesaikan
Litigasi dan
HAM
Program Nilai Evaluasi 1.224.803. | 80,5 1.384.247.352 81 1.522.672.088 | 81,5 1.674.939.296 | 815 4.581.858.736
Penunjang Manajemen 470
Urusan Kinerja
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. Lo Data Capaian Unit Kerja
Program dan Ind”;e:toogrzr':e”a pada Tahun Kondisi Kinerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran Kegiatan (Outcome) dan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
Kegiatan (Output) |-eréncanaan Perangkat Daerah Penanggung
(2021) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(@) (@) (€) (&) (©) (6) () 8 9) (10) (11) (12 (13) (14) (15)
Kegiatan Persentase 115.677.95 | 100% 82.521.252 100% 90.773.377 | 100% 99.850.715 | 300% 273.145.344
Administrasi Pelayanan 0
Umum Administrasi
Perangkat Umum yang
Daerah Diselesaikan
Sub Kegiatan Jumlah Paket 9.999.550 | 1 Paket 16.498.680 | 1 Paket 18.148.548 | 1 Paket 19.963.403 | 3 Paket 54.610.631
Penyediaan Komponen
Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Peneran Bangunan Kantor
gan Bangunan yang Disediakan
Kantor
Sub Kegiatan Jumlah Paket 53.504.700 | 1 Paket 11.431.310 | 1 Paket 12.574.441 | 1 Paket 13.831.885 | 3 Paket 37.837.636
Penyediaan Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor
Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Paket 29.999.700 | 2 Paket 16.499.450 | 2 Paket 18.149.395 | 2 Paket 19.964.335 | 6 Paket 54.613.180
Penyediaan Barang Cetakan
Barang dan Penggandaan
Cetakan dan yang Disediakan
Penggandaan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan 22.174.000 |1 Tahun 38.091.812 | 1 Tahun 41.900.993 |1 Tahun 46.091.093 | 3 Tahun 126.083.898
Penyelenggara Penyelenggaraan
an Rapat Rapat
Koordinasi dan Koordinasi dan
Konsultasi Konsultasi SKPD
SKPD
Kegiatan Persentase 100% 1.301.726.100 100% 1.431.898.710 | 100% 1.575.088.581 | 300% 4.308.713.392
Pemeliharaan Barang Milik 1.109.125.
Barang Milik Daerah Dalam 520
Daerah Kondisi Baik
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. Lo Data Capaian Unit Kerja
Program dan Ind”;e:toogrzr':e”a pada Tahun Kondisi Kinerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran Kegiatan (Outcome) dan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
Kegiatan (Output) |-eréncanaan Perangkat Daerah Penanggung
(2021) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(@) (@) (€) (&) (©) (6) () 8 9) (10) (11) (12 (13) (14) (15)
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan | 474.030.14 | 8 Unit 537.453.616 | 8 Unit 591.198.977 | 8 Unit 650.318.875 | 24 Unit
Penyediaan Perorangan Dinas 4 1.778.971.468
Jasa atau Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Jabatan
Biaya yang Dipelihara
Pemeliharaan dan Dibayarkan
dan Pajak Pajaknya
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan 547.565.37 | 9 Unit 703.805.485 9 Unit 774.186.033 | 9 Unit 851.604.637 | 27 Unit 2.329.596.155
Penyediaan Dinas Operasional 6
Jasa atau Lapangan
Pemeliharaan, yang Dipelihara
Biaya dan Dibayarkan
Pemeliharaan, Pajak dan
Pajak dan Perizinannya
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
Sub Kegiatan Jumlah Mebel 5.000.000 | 10 Unit 5.500.000 | 10 Unit 6.050.000 | 10 Unit 6.655.000 | 30 Unit 18.205.000
Pemeliharaan yang Dipelihara
Mebel
Sub Kegiatan Jumlah Peralatan | 82.530.000 | 69 Unit 54.967.000 | 69 Unit 60.463.700 | 69 Unit 66.510.070 | 207 Unit 181.940.770
Pemeliharaan dan Mesin
Peralatan dan Lainnya yang
Mesin Lainnya Dipelihara
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan

Perekonomian

Provinsi Bali
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. L Data Capaian Unit Kerja
Program dan md”;artorrKrI:e”a pada Tahun Kondisi Kinerja pada | Perangkat
Tujuan Sasaran :()g a i a out ogra d Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
egiatan (Cutcome) dan Perencanaan Perangkat Daerah Penanggung
Kegiatan (Output) (2021) Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
() ) (©) (&) ©) (6) (7) ) 9) (10) (1) (12 (13 14 (15)
Meningkatkan Meningkatnya Program Nilai/Skor LPPD 2,2 2,7 1.760.420.000 2,8 1.820.460.000 29 1.960.456.000 29 2.854.600.000 Biro Bali
tata kelola kualitas kinerja Pemerintahan Provinsi Bali Pengadaan
pemerintahan Penyelenggaraan | dan Otonomi
yang baik Pemerintahan dan | Daerah Ba;aggr/l‘]as
Otonomi Daerah Perekonom
Terpenuhinya Terkendalinya Program Presentase ian
kebutuhan dasar | Stabilitas Harga Perekonomian kebijakan
Krama Bali Pangan dan perekomian yang 100% 100% 119.750.400 100% 131.725.440 | 100% 144.897.984 | 100% 396.373.824
dengan kualitas Pembangunan ditinjaklanjuti
yang layak
Persentase
Deviden terhadap
Pendapatan Asli 5 55 78.927.200 6 86.819.920 6 95.501.912 6 261.249.031
Daerah
Meningkatnya Terwujudnya tata | Program Indeks Tata Kelola
kualitas tata kelola Kebijakan dan Kinerja
kelola pemerintahan Pelayanan Pengadaan
pemerintahan yang baik Pengadaan Barang/Jasa 85% 90% 617.810.600 95% 679.591.660 95% 747.550.826 100% | 2.044.953.086
Barang dan minimal Baik
Jasa
Meningkatnya Meningkatnya | program Persentase
kualitas tata Pendapatan Asli | Kebijakan rekomendasi yang
kelola Daerah Administrasi ditindaklanjuti 76% 87% 74.309.400 100% 81.740.340 100% 89.914.374 100% | 245.964.114
pemerintahan Pembangunan sesuai dengan
ketentuan yang
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Organisasi
Provinsi Bali

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. L Data Capaian Unit Kerja
Program dan Indllé)e:torererJa pada Tahun Kondisi Kinerja pada Perangkat
Tujuan Sasaran ogram da ogra Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
Kegiatan (Outcome) dan Perangkat Daerah
Kegiatan (Output) Perencanaan g Penanggung
(2021) Jawab
Ta{ge Rp Ta;ge Rp Target Rp Target Rp
1) ) (©) 4 (5) (6) (7) () (9) (10) (11) (12 (13) 14 (15)
Meningkatnya Meningkatnya Program Persentase 51% 56% 785,000,000 | 5894 863,500,000 | 60% 949,850,000 | 60% 9,498,500,000 Biro | penpasar
Kualitas Kualitas Pelayanan | Pembinaan Perpustakaan Organisasi
Pelayanan Sektor Publik Perpustakaan yang Tertangani
Publik dengan Baik
Kegiatan Persentase 51% 56% 635,000,000 | 58% 698,500,000 | 60% 768,350,000 | 60% 768,350,000
Pengelolaan Capaian Standar
Perpustakaan Pelayanan
Tingkat Daerah Perpustakaan
Provinsi
Kegiatan Persentase 51% 56% 150,000,000 | 58% 165,000,000 60% 181,500,000 60% 181,500,000
Pembudayaan Kegemaran
Gemar Membaca | Membaca
Tingkat Daerah Masyarakat
Provinsi
Meningkatnya Terwujudnya Program Nilai Evaluasi 84% 85% 1.378.500.000 | 86% | 1.516.350.000 | g79 1.667.985.000 | 87% | 1.667.985.000
Kualitas Tata Tata Kelola Penunjang Manajemen
Kelola Pemerintahan Urusan Kinerja pada Biro
Pemerintahan yang Baik Pemerintahan Organisasi Setda
Daerah Provinsi Provinsi Bali
Kegiatan Jumlah Dokumen 13 13 8.500.000 | 13 9.350.000 13 10.285.000 13 10.285.000
Administrasi Administrasi Dokumen  |Dokume Dokume Dokume Dokume
Kepegawaian Kepegawaian n n n n
Perangkat yang diterbitkan
Daerah tepat waktu
Administrasi Persentase 100% 100% 570.000.000 | 100% 627.000.000 | 100% 689.700.000 100% 689.700.000
Umum laporan perbaikan
Perangkat yang
Daerah ditindaklanjuti

55 | BAB VI




Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. L Data Capaian Unit Kerja
5 ] Ind|I|<3ator Kinerja padaTaphun Kondisi Kinerja pada Perangkgt
Tujuan Sasaran rﬁgreilg:anan (out(r:cc))?r:gndan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 akhir periode Renstra Daerah Lokasi
9 . Perencanaan Perangkat Daerah Penanggung
Kegiatan (Output) (2021) Jawab
Ta:ge Rp Ta;ge Rp Target Rp Target Rp
) ) (©) 4 (©) (6) (7) () (9) (10) (11) (12 (13) (14 (15)
tepat waktu
Pemeliharaan Jumlah Laporan 1 Laporan 1 800.000.000 1 880.000.000 1 960.000.000 1 960.000.000
Barang Milik Barang Milik Laporan Laporan Laporan Laporan
Daerah Daerah yang
Penunjang terinventaris
Urusan dengan baik
Pemerintahan
Daerah
Program Persentase 81% 87% 1.138.450.000 | ggos | 1.252.295.000 | 9104 1.377.524.500 | 9194 | 1.377.524.500
Penataan Perangkat Daerah
Organisasi yang Reformasi
Birokrasinya baik
Fasilitasi Persentase 81% 87% 445.000.000 89% 489.500.000 91% 726.000.000 91% 726.000.000
Kelembagaan Perangkat Daerah
dan Analisis Provinsi yang
Jabatan tepat fungsi dan
tepat ukuran
Fasilitasi Persentase 81% 87% 600.000.000 | g99s 660.000.000 | 91% 726.000.000 | 91% 726.000.000
Reformasi Perangkat Daerah
Birokrasi dan yang Capaian
Akuntabilitas Rencana Aksinya
Kinerja baik
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7.1

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh
mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.
Indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah 2024-
2026.
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan
dokumen perencanaan strategis jangka tiga tahun yang memuat indikasi kegiatan yang
disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala,
potensi, peraturan perundang- undangan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi
Bali.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetpakan indikator kinerja
utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran
strategis sehingga IKU adalh merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut;

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukandalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasarn

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

1. Klarifikasi apa apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil atau
tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
Menyusun draf awal indikator kinerja utama yang mungkin dapat digunakan;
Melakukan penilaian setiap indikator kinerja utama yang terdapat dalam daftar
awal indikator kinerja;

4. Memilih indikator kinerja utama

Berikut Kinerja Indikator Utama pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut

(terlampir):
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Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

) Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- S
Data Capaian Pada Kondisi Kinerja Pada
No Indikator Tahun Awal Akhir Periode Renstra
Perencanaan 2021 2024 2025 2026 Sekretariat Daerah
I Urusan Perpustakaan
Persentase Perpustakaan yang tertangani 0 0 0 0 0
1 dengan baik 51% 48% 49% 51% 53%
Persentase Peningkatan Koleksi o o o o o
2 Perpustakaan 20% 10% 18,85% 20% 22%
I Urusan Kearsipan
1 Nilai Evaluasi Kearsipan 61 63 64 65 63
Persentase Lembaga Pemerintah,
2 Organisasi dan Masyarakat yang 50% 100% 100% 100% 100%
tertib arsip
Persentase Arsip yang Terlindungi 0
3 dan Terselamatkan N/A N/A N/A N/A 40%
4 Persentase Capqlan Standar N/A N/A N/A N/A 50%
Penggunaan Arsip
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7.2

Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dan
pengukuran indikator kinerja kunci/utama (IKK/IKU). Perumusan indikator kinerja adalah
yang menggambarkan keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah yang diukur dengan
indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK),
indikator kinerja lainnya yang digunakan yang diintegrasikan dalam rumusan yang terukur
dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan
pertanggungjawaban kepada public. Rumusan indikator kinerja disesuaikan dengan
permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah sebagai factor penentu
keberhasilan kinerja.

Tujuan IKK adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik

2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis yang digunakan untuk perbaikan kierja dan peningkatan akuntabilitas
kinerja.

Berikut Indikator Kunci Sekretariat Daerah :
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FORM PENGISIAN DATA IKK DALAM LPPD

Capaian Sesuai

No Ikk Outcome Ikk Output Jenis Data Inputan Hasil Perhitungan Bukti Dukung
Aplikasi
I URUSAN KEARSIPAN
1 Tingkat ketersediaan arsip Persentase arsip aktif yang telah Jumlah arsip aktif yang telah 235,285
sebagai bahan akuntabilitas | dibuatkan daftar arsip dibuatkan daftar arsip 100%
kinerja, alat bukti yang sah Jumlah seluruh arsip aktif 235,285
2 | dan pertanggungjawaban Persentase arsip inaktif yang telah Jumlah arsip inaktif yang telah 3,545
nasional (Pasal 40 dan Pasal | gihyatkan daftar arsip dibuatkan daftar arsip A47%
59 Undang-Undang Nomor Jumlah seluruh arsip inaktif 7,507
43 Tahun 2009 Tentang - - - -
3 Kearsipan) Persentase arsip statis yang telah Jumlah arsip statis yang telah 7,738
dibuatkan sarana bantu temu balik dibuatkan sarana bantu temu balik 100%
Jumlah seluruh arsip statis 7,739
4 Persentase jumlah arsip yang Jumlah arsip yang telah 119
dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dimasukkan dalam SIKN melalui
JIKN 1%
Jumlah seluruh arsip dinamis dan 15,245 0

arsip statis pemerintahan provinsi
bali

5 Tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai
bahan pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan

6 berbangsa dan bernegara
untuk kepetingan negara,
pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan

rakyat

Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK

NSPK pemusnahan arsip merujuk
pada Peraturan Kepala ANRI
25/2012 tentang Pedoman
Pemusnahan Arsip

Pergub No. 100/03-
K/HK/2021

Dibuktikan dengan
dokumen pendukung
terkait

Perlindungan dan penyelamatan arsip
akibat bencana yang sesuai NSPK

NSPK perlindungan dan
penyelamatan arsip dari bencana
merujuk pada Peraturan Kepala
ANRI 23/2015 tentang
Perlindungan dan Penyelamatan
Arsip dari Bencana

Pergub Tata Cara
Penyelenggaraan
Kearsipan

Dibuktikan dengan
dokumen pendukung
terkait
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7 Penyelamatan arsip perangkat daerah NSPK penyelamatan arsip Pergub Tata Cara Dibuktikan dengan
provinsi yang digabung dan atau penggabungan/pembubaran Penyelenggaraan dokumen pendukung
dibubarkan dan pemekaran daerah perangkat daerah merujuk pada Kearsipan terkait
kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Peraturan Kepala ANRI 46/2015
provinsi tentang Penyelamatan Arsip

Penggabungan atau Pembubaran
Lembaga Negara dan Perangkat
Daerah

8 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil NSPK autentikasi arsip merujuk Perka ANRI No. 20 Dibuktikan dengan
alih media yang dikelola oleh lembaga pada Peraturan Kepala ANRI Tahun 2011 dokumen pendukung
kearsipan provinsi yang sesuai NSPK 20/2011 tentang Pedoman terkait

Autentikasi Arsip Elektronik

9 Pencarian arsip statis yang NSPK pencarian arsip statis Pergub Dibuktikan dengan
pengelolaannya menjadi kewenangan merujuk pada Peraturan Kepala Penyelenggaraan dokumen pendukung
daerah provinsi yang dinyatakan hilang ANRI 18/2012 tentang Pedoman Kearsipan (Bagian terkait
dalam bentuk daftar pencarian arsip yang | Pembuatan dan Pengumuman Kesatu)
sesuai NSPK Daftar Pencarian Arsip (DPA)

10 Penerbitan izin penggunaan arsip yang NSPK perizinan penggunaan arsip | Pergub Dibuktikan dengan
bersifat tertutup yang disimpan di tertutup merujuk pada Peraturan Penyelenggaraan dokumen pendukung
lembaga kearsipan daerah provinsi yang Kepala ANRI 28/2011 tentang Kearsipan (Bagian terkait
sesuai NSPK Pedoman Akses dan Layanan Kelima)

Arsip Statis
11 | Tingkat ketersediaan arsip Persentase arsip aktif yang telah 100% Tingkat ketersediaan
sebagai bahan akuntabilitas dibuatkan daftar arsip arsip = 62
12 kinerja, alat bukti yang sah Persentase arsip inaktif yang telah 47%
dan pertanggungjawaban dibuatkan daftar arsip
13 | nasional) Pasal 40 dan Pasal Persentase arsip statis yang telah 100%
59 Undang-Undang Nomor dibuatkan sarana bantu temu balik
14 i:;;’ra;?pu;nZOOQ tentang Persentase jumlah arsip yang 1%

dimasukkan dalam SIKN melalui
JIKN
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan

penunjang yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024-
2026.
Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan
pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional
di Provinsi Bali. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra
Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Bali.
Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dalam
Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan
target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat
Daerah.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah
yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat
Daerah. Laporan Kinerja (LK]jIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan
perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diimplementasikan dengan
baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Oleh karena itu, setiap
pegawai perlu memahami kemana arah kebijakan dalam membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka mendukung terwujudnya good

governance.
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Jalan Basuki Rahmat Denpasar — Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropemkesra.baliprov.go.id, Pos-el : biropemkesra@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3889 TAHUN 2025 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Bali tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024-2026 di Lingkungan Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah di ubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 5);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2024-2026.

MEMUTUSKAN:

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026 DI
LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di
Lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK),
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun
2024-2026.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan

Keputusan ini, Kepala Bagian Kerjasama selaku Ketua

Tim Evaluasi AKIP di lingkup Biro Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat diberikan tugas untuk:

a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit
substansi dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan dalam  laporan
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akuntabilitas kinerja;

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

.. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
) KESRA
Dr. | Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IVic)
NIP. 19681129 168503 1 007

Keputusan ini disampaikan kepada:

Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali (sebagai laporan);
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Bali;

Yang bersangkutan.

Arsip.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

NOMOR 3889 TAHUN2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA TAHUN 2024-2026

DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BALI

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI BALI

1. Nama Unit Organisasi:
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.

2. Tugas:
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi
Bali sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah
mempunyai tugas membantu Gubernur mengkoordinasikan
perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan fungsi
sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3. Fungsi:
a. mengolah bahan dalam rangka koordinasi instansi
vertikal, penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah,

Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan, Pertanahan, Kerjasama Antar
Daerah dan Pihak Ketiga, Swasta dan Luar Negeri, serta
serta pelaksanaan penataan urusan Pemerintahan;

b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Pemerintahan,
administrasi aparatur Pemerintahan Daerah, Otonomi
Daerah dan kerjasama Pemerintahan;

c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di
bidang administrasi Pemerintahan;

d. memfasilitasi masyarakat dalam rangka meningkatkan
sarana dan prasarana di bidang kesejahteraan rakyat;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan
Pemerintah Pusat di bidang bina mental spiritual;

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan
Pemerintah Pusat di bidang kesejahteraan pelayanan
dasar dan non pelayanan dasar;

g. menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang
Pemerintahan dan otonomi daerah serta memfasilitasi
penyelenggaraan administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
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h. menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

i. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi
Daerah dan kesejahteraan rakyat; serta

j. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
dan kesejahteraan rakyat.

4. Indikator Kinerja Utama

a. Sasaran Tujuan 1

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

S.S.1 Meningkatnya  kualitas  kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan dan Otonomi Daerah

LK 1.1 Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali
Deskripsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan
Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar meliputi pendidikan, kesehatan pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Lebih
lanjut pada pasal 298 mengisyaratkan belanja daerah
diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan
dengan Standar Pelayanan Minimal.

Sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf a
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Minimal bahwa Tim Penerapan SPM
Provinsi mempunyai tugas: “mengkoordinasikan
rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan
Gubernur yang diprakarsai oleh biro tata
pemerintahan provinsi”.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Laporan Penerapan SPM termasuk dalam
materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan wajib disampaikan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setiap Pemerintah  Daerah Provinsi maupun
Kabupaten/Kota yang dievaluasi akan diberikan hasil
berupa persentase capaian SPM antara 0 %sampai
dengan 100% dengan kategori sebagai berikut:
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Warna Kategori  Tingkat capaian |

Hijau : | Tuntas 100%
Paripurna

Kuning : | Tuntas Utama 90-99%

Tua

Kuning : | Tuntas Madya 80-89%

Biru : | Tuntas Pratama 70-79%

Ungu : | Tuntas Muda 60-69%

Merah : | Belum Tuntas <60%

Hitam : | Tidak tuntas Ada salah satu
bidang dengan
capaian 0%

Sumber Data

Capaian Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) oleh
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri.

Cara Menghitung

Indeks Pencapaian SPM meliputi: capaian Mutu
Pelayanan Dasar dan capaian penerima Pelayanan
Dasar yang dihitung sesuai lampiran Permendagri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan
Minimal.

Hal yang menjadi fokus adalah rata-rata tingkat
keterisian terhadap penginputan enam bidang urusan
SPM (apabila ada satu bidang urusan yang tidak
melakukan penginputan, maka keterisian tersebut
tidak dihitung, sehingga masuk ke dalam kategori
hitam).

Unit Bertanggungjawab

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Penanggungjawab Data

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

I.K. 1.2 Nilai Manajemen Evaluasi Kinerja

Deskripsi

Indikator ini mengukur kualitas implementasi
manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh
Kementerian PANRB. Selanjutnya setiap pimpinan
instansi pemerintah diwajibkan melakukan evaluasi
AKIP dengan kebijakannya masing-masing mengacu
pada Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2022.
Pengukuran mencakup:

i. perencanaan kinerja

ii. pengukuran kinerja
iii. pelaporan kinerja

iv. evaluasi kinerja

v. capaian kinerja

Terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling
rendah yaitu:
i. kategori “D” (sangat kurang) dengan nilai 0-30;
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ii. kategori “C” (kurang) dengan nilai di atas 30-50;
iii. kategori “CC” (cukup) dengan nilai di atas 50-60;
iv. kategori “B” (Baik) dengan nilai di atas 60-70;
v. kategori “BB” (Sangat Baik) dengan nilai di atas 70
- 80;
vi. kategori “A” (Memuaskan) dengan nilai di atas 80-
90;
vii. kategori “AA” (Sangat Memuaskan) dengan nilai di
atas 90 - 100.

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP yang
dikeluarkan oleh evaluator.

Cara Menghitung

Berdasarkan perhitungan dalam LKE AKIP.

Setiap komponen dan sub-komponen penilaian
diberikan alokasi nilai, nilai pada setiap pertanyaan
pada setiap sub-komponen dijumlahkan sehingga
ditemukan suatu angka tertentu.

Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan
seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga
ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai
dengan range nilai antara 0 s.d. 100.

Selanjutnya menjumlahkan angka tertimbang dari
masing-masingkomponen. Nilai Akuntabilitas Kinerja
merupakan hasil akhir dari penjumlahan nilai
tertimbang dari seluruh komponen.

Unit Bertanggungjawab
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Penanggungjawab Data
Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

b. Sasaran Tujuan 2

Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian

S.S.2 Meningkatnya penyelenggaraan Bina Mental Spiritual
yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual.
I.K. 2.1 Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti yang
Mendukung Pengembangan Budaya Spiritual.
Deskripsi

Tingkat kesesuaian antara kebijakan terkait Bina
Mental Spiritual yang terfasilitasi terhadap pelayanan
Kesejahteraan Rakyat yang diberikan oleh Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sepanjang
tahun berjalan.

Tingkat kesesuaian diberi skala 1-4, dengan rincian:

1 = Sangat Tidak Sesuai

2 = Tidak Sesuai;
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3 = Sesuai;
4 = Sangat Sesuai.

Sumber Data

Hasil survei kepada pemangku kepentingan mengenai
tingkat kesesuaian kebijakan terkait Bina Mental
Spiritual yang terfasilitasi dalam mendukung
Pengembangan Budaya Spiritual di masyarakat.

Cara Menghitung

Menggunakan tools survei terhadap persepsi
pemangku kepentingan mengenai kesesuaian
kebijakan terkait Bina Mental Spiritual yang
ditindaklanjuti dalam mendukung Pengembangan
Budaya Spiritual.

Unit Bertanggungjawab

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Penanggungjawab Data

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN

KESRA
Dr. | Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IVic)
NIP. 19681129 168603 1 007
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025
Organisasi Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan
Jumlah
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Tahun N
Tahun -1 o Tahun + 1
Belanja Operasi Belanja Modal Be_lra:er:{jau'g:ak Belanja Transfer Jumlah (Rp)

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

UNSUR PENDUKUNG URUSAN

4 PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH
4 01 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kebijakan PENDAPATAN Kota Denpasar,
4 01 03 1.01 0001 ) ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 451.157.990 Rp. 451.157.990 Rp. 550.000.000
Pemerintahan
(PAD) Renon
PENDAPATAN Kota Denpasar,
4 01 03 1.01 0003 Fasilitasi Penataan Wilayah ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 184.862.600 Rp. 184.862.600 Rp. 220.000.000
(PAD) Renon
4 01 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
PENDAPATAN Kota Denpasar,
4 01 03 1.02 0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 399.993.300 Rp. 399.993.300 Rp. 500.000.000
(PAD) Renon
PENDAPATAN Kota Denpasar,
4 01 03 1.02 0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 149.999.500 Rp. 149.999.500 Rp. 220.000.000
(PAD) Renon
4 01 03 1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
PENDAPATAN Kota Denpasar,
4 01 03 1.03 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 339.909.422 Rp. 339.909.422 Rp. 385.000.000
(PAD) Renon
PENDAPATAN Kota Denpasar,
4 01 03 1.03 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 948.670.200 Rp. 948.670.200 Rp. 440.000.000

(PAD)

Renon




Jumlah

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Tahun N
Tahun -1 Belania Tidak Tahun +1
Belanja Operasi Belanja Modal J Belanja Transfer Jumlah (Rp)
Terduga
01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
01 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 04 1.01 0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 2.834.763.996 Rp. 2.834.763.996 Rp. 5.500.000.000
(PAD) Renon
PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 04 1.01 0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 640.398.752 Rp. 640.398.752 Rp. 675.000.000
(PAD) Renon
01 04 102 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
Pelayanan Dasar
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi | PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 04 1.02 0003 dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 25.865.611.676 Rp. 25.865.611.676 Rp. 30.500.000.000
Rakyat Bidang Sosial (PAD) Renon
o1 o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
01 o1 101 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 01 1.01 0001 Y 9 ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 332.213.362 Rp. 332.213.362 Rp. 500.000.000
Daerah
(PAD) Renon
01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 01 1.06 0001 ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 15.976.600 Rp. 15.976.600 Rp. 16.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (PAD) Renon
PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 01 1.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 18.026.000 Rp. 398.256.320 Rp. 416.282.320 Rp. 400.000.000
(PAD) Renon
PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 01 1.06 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 31.727.000 Rp. 31.727.000 Rp. 22.000.000
(PAD) Renon
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 01 1.06 0009 ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 339.429.000 Rp. 339.429.000 Rp. 330.000.000
Konsultasi SKPD (PAD) Renon
01 01 1.09 Pemeliharaan _Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 01 1.09 0001 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 905.956.492 Rp. 905.956.492 Rp. 950.000.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (PAD) Renon
PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 86.160.000 Rp. 86.160.000 Rp. 95.000.000

(PAD)

Renon




Jumlah

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Tahun N
Tahun -1 Belania Tidak Tahun +1
Belanja Operasi Belanja Modal T ! Belanja Transfer Jumlah (Rp)
erduga
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PENDAPATAN Kota Denpasar,
01 01 1.09 0011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau ASLI DAERAH Denpasar Selatan, Rp. 12.800.000 Rp. 12.800.000 Rp. 55.000.000
Bangunan Lainnya (PAD) Renon
Jumlah Rp. 33.557.655.890 Rp. 398.256.320 Rp. 33.955.912.210 Rp. 41.358.000.000
Provinsi Bali,.......c.ccccooveiieennnne.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

| Ketut Sukra Negara, S.Sos, M.Si
NIP. 196811291989031007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam ran .
akuntabel serta = Mmewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
e . ; :
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nam :
= a * TMade Dwi Arbani, S.TP., M.Si
abatan : i
i : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
Selanjutnya disebyt Pihak Pertama

Nama . I'Dewa Gede Mahendra Putra, SH., MH
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 09 Mei 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
A SESFEN-PEMERINTAHAN DAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
RAAN RAKYAT SEKDA KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
[l PROVJINSI BALI,

4

MH  |MALEDWIARBANL S.TP. MSI
ENDRA PUTRA. SH NIP. 197111271996031001

! Jﬁx\\ :
NP 13498
R B6A0313




KEPALA BIRO pempp, ANJIAN KINERJA TAHUN 2025

OVINSI
BALI TAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PR

O ;}mTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KUALITAS m:;] . |FERSENTASE REALISASI CAPAIAN
PENYELENGG . SPM PROVINSI BALI
PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH
NILAI MANAJEMEN EVALUASI
KINERJA
2 | MENINGKATNYA PERSENTASE TINDAKLANJUT
PENYELENGGARAAN | KEBIJAKAN STRATEGIS YANG
BINA MENTAL MENDUKUNG PENGEMBANGAN
SPIRITUAL YANG BUDAYA SPIRITUAL
MENDUKUNG
PENGEMBANGAN
BUDAYA SPIRITUAL
NO | PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 | PROGRAM Rp 1.865.770.839
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
2 | PROGRAM Rp 1.736.831.28
PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH
3 | PROGRAM Rp 68.088.191.764
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Pihak Kedua Pihak Pertama
A Sﬁt EMERINTAHAN DAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
-««; 'ERAAN RAKYAT SEKDA KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
D s., SEBALIL PROYINSI BALI,

N

4

I MAT\E DWI ARBANI, S.TP., M.SI
NIP. 197111271996031001




		2026-02-03T09:22:34+0700
	Bali
	Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Provinsi Bali




